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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya keberadaan Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) yang sulit ditelusuri akibat tersembunyinya dalam susunan 

kepemilikan perseroan yang kompleks, berakibat tidak terdeteksinya secara 

hukum. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah terutama akan sulitnya 

mengetahui tanggung jawab pidana terhadap penyelesaian penanganan praktik 

tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat (Beneficial 

Owner). Penelitian skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner) pada Perseroan Terbatas Terhadap Praktik Tindak 

Pidana Pencucian Uang” bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan 

kedudukan dan tanggung jawab Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam 

Perseroan Terbatas dan bagaimana pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) terhadap praktik Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Penelitian skripsi ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

dengan spesifikasi penelitian yang merupakan deskriptif analitis. Sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder, dimana sumber data penelitian yang 

didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, 

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan secara umum dan analisis datanya dilakukan secara kualitatif. 

Adapun kesimpulan dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: Terdapat 

ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan pengaturan kedudukan dan 

tanggung jawab Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) terhadap peraturan 

perundang-undangan lain, seperti UU Perseroan Terbatas dan UU Penanaman 

Modal yang menimbulkan kontradiktif dalam hukum positif yang berlaku. 

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat dimintai pertanggungjawaban dengan 

melakukan perluasan dari apa yang telah dilakukan dan atau diakibatkan yang 

menjadi niatnya sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana yang biasa disebut 

dengan penyertaan (deelneming). Dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tetap 

harus bertanggung jawab dalam suatu perbuatan yang dianggap Tindak Pidana 

Pencucian Uang menurut Pasal 55 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU TPPU karena 

pertanggungjawabannya didasarkan pada kebenaran materiil.  

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Beneficial Owner, Pencucian Uang 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the existence of Beneficial Owners who are difficult 

to find hidden discoveries in complex corporate ownership companies, which are 

not legally detected. This may be a problem, especially when it is difficult to 

determine the responsibility for the settlement of the handling of money crimes 

committed by the Beneficial Owner. This study entitled "Criminal Liability of the 

Beneficial Owner in a Limited Liability Company Against the Practice of Money 

Laundering" aims to examine how the position and responsibilities of the 

Beneficial Owner in a Limited Liability Company are regulated and how the 

Beneficial Owner's criminal liability for the practice of Money Laundering. 

This thesis research was conducted using a normative juridical research method 

with the research specification being descriptive analytical. The data source used 

is secondary data, where the source of research data is obtained through the 

library or indirectly in the form of books, notes, existing evidence, or archives, 

both published and unpublished in general and the data analysis is carried out 

qualitatively. 

The conclusions from this thesis research show that: There is disharmony in the 

laws and regulations governing the position and responsibilities of the Beneficial 

Owner with respect to other laws and regulations, such as the Limited Liability 

Company Law and the Investment Law, which creates a contradiction in the 

applicable positive law. Beneficial Owners can be held accountable by expanding 

what has been done and/or caused by the intention as an extension of criminal 

liability which is commonly referred to as deelneming. And the Beneficial Owner 

must still be responsible for an act that is considered a Money Laundering Crime 

according to Article 55 of the Criminal Code jo. Article 2 paragraph (1) of the 

Money Laundering Law because the accountability is based on material truth.  

Keywords: Accountability, Beneficial Owner, Money Laundering 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Maraknya berbagai kejahatan yang muncul, baik dilakukan oleh 

orang perorangan maupun oleh entitas badan hukum yang dilakukan 

dalam batas wilayah suatu negara dan atau melintasi batas wilayah negara 

lain, kian hari makin meningkat. Menyoal erat kaitannya dengan 

perkembangan hukum baik di dunia Internasional atau Indonesia, hukum 

dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur 

tingkah laku yang sudah ada dalam suatu masyarakat dan 

mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada.1 Lebih jauh dari itu, 

hukum telah mengarah kepada penggunaanya sebagai suatu sarana atau 

alat. Tentu ini memberikan tantangan bagi dunia penegakan hukum, untuk 

bisa menjangkau akibat kemajuan zaman.  

Dewasa ini praktik kejahatan dibidang ekonomi tidak luput dari 

adanya penyalahgunaan entitas badan hukum, tidak terkecuali dengan 

praktik tindak pidana pencucian uang melalui penggunaan kendaraan 

bisnis berbasis dana tunai dan sarana legal lainnya sebagai sarana atau alat 

 
1 Esmi Warrasih Pudji Rahayu, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Penerbit PT. 

Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 20. 
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guna menyamarkan baik segala atau sebagian sumber dari penghasilan 

ilegal tersebut. Praktik kegiatan ilegal ini pada umumnya berdalih 

mengatasnamakan perseroan terbatas, yayasan, firma, dan lain sejenisnya. 

Sebagai contoh perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, 

acapkali digunakan oleh pelakon tindak pidana. Hal demikian dapat 

dikatakan amat sulit untuk ditelusuri, akibatnya karena terdapat struktur 

kepemilikan saham yang sangat kompleks yang terdiri dari pelakon-

pelakon kejahatan kerah putih atau dalam bahasa inggris white color 

crimes.   

Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang 

dipergunakan menjalankan usaha atau bisnis yang memiliki modal terdiri 

dari saham-saham, yang kepemilikannya sebagaimana bagian banyaknya 

saham yang dimiliki. Selain dimiliki langsung oleh pemegang saham, 

kepemilikan saham dalam perseroan juga sering dilakukan dalam bentuk 

nominee. Nominee adalah orang atau individu yang ditunjuk untuk khusus 

bertindak atas nama orang yang menujuknya (beneficiary) untuk 

melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. Nominee dapat 

ditunjuk untuk melakukan tindakan-tindakan hukum antara lain sebagai 
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pemilik property atau tanah, sebagai direktur, sebagai kuasa, sebagai 

pemegang saham dan lain-lain.2  

Merujuk pada ketentuan kepemilikan saham secara nominee, 

sejatinya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut “UUPT” namun 

dalam praktiknya sering dijumpai dan tidak jarang pula menimbulkan 

sengketa dari adanya praktik nominee ini. Dalam UUPT juga tidak 

melarang penggunaan nominee saham dan perjanjian nominee saham atau 

bisa dikatakan terdapat kekosongan norma dalam UUPT. Dikarenakan hal 

tersebut, maka banyak investor bermunculan baik investor lokal maupun 

asing yang memakai konsep nominee dengan membuat nominee structure 

pemegang saham, dimana salah satunya sebagai pemenuhan syarat 

berdirinya PT. Disisi lain alasan itu penggunaan nominee juga banyak 

dijumpai untuk mensiasati adanya akibat sektor usaha yang dibatasi, 

khususnya dalam hal Penanaman Modal Asing (PMA).  

   Keberadaan Pemilik Manfaat yang sulit ditelusuri akibat 

tersembunyinya dalam susunan kepemilikan perseroan yang kompleks, 

berakibat tidak terdeteksinya secara hukum. Hal ini berpotensi 

menimbulkan masalah terutama akan sulitnya mengetahui tanggung jawab 

 
2 Hendrik Tanjaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Struktur Nominee Pemegang Saham 

(Nominee Structure) Dalam Suatu Perseroan Terbatas, h.1, Diakses pada 6 September 2021 dari 

https://media.neliti.com/media/publications/161127-ID-none.pdf  

https://media.neliti.com/media/publications/161127-ID-none.pdf
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pidana terhadap penyelesaian penanganan praktik tindak pidana pencucian 

uang yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). Dilain sisi, 

adanya prinsip keterbukaan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam 

perseroan sangatlah diperlukan mengingat sepanjang ini pendefinisian dari 

wakil perseroan disamakan dengan definisi Beneficial Owner yang 

tentunya jelas tidak bisa dipaksakan sama, karena pada praktiknya 

berbeda.  

Munculnya prinsip keterbukaan informasi penerima manfaat 

(beneficial owner) ini dilatar belakangi karena maraknnya perseroan yang 

dijadikan sebagai media oleh pelakon praktik tindak pidana pencucian 

uang yang merupakan selaku investor atau penerima manfaat (beneficial 

owner), dan berdasarkan laporan dari National Risk Assesment di tahun 

2015 lalu menerangakan bahwa pasar modal melalui kepemilikan saham 

memiliki parameter resiko yang tinggi untuk dijadikan kendaraan pelakon 

tindak pidana pencucian uang di Indonesia.3 

Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 

Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi 

Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang dan Pendanaan Terorisme, lahirlah istilah baru yaitu Pemilik 

 
3 Inter-Agency Working Group NRA Indonesia, Indonesia Money Laundering Risk 

Assessment 2015 (NRA on ML), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia, h. 

69. 
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Manfaat dalam penyusunan berdirinya korporasi. Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) yakni orang perseorangan yang dapat menunjuk dan 

memberhentikan direksi, pembina, atau pengawas pada korporasi, 

memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas 

dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak 

langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi 

tersebut.  

Berdasarkan laporan Global Financial Integrity tahun 2014, 

Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang 

haram (illicit financial flow/IFF) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 

2003-2012 mencapai US$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per 

tahun. Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun 

atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Sementara di sektor 

pertambangan, diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun 

berasal trade missinvoicing, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/hot 

money narrow. Kerugian yang dicapai Indonesia mencapai nilai US$ 

18,071 juta/tahun.4  

Menyikapi persoalan tersebut, Indonesia bergabung dengan 

Financial Action Task Force (FATF) sebagai lembaga internasional antar 

negara yang didirikan pada tahun 1989, yang dibentuk atas mandat negara-

 
4 J.H, Dicky. 2020. Sejarah Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia. 

Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 4 (4), 2. 
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negara G7 (dan kemudian G20) untuk merumuskan upaya-upaya 

pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di tingkat global yang 

mengancam integritas dari sistem keuangan international.5 Diresmikannya 

Indonesia pada tahun 2018 menjadi observer FATF memiliki arti penting, 

mengingat FATF adalah suatu forum kerjasama antar negara yang 

bertujuan menetapkan standar global rezim anti pencucian uang dan 

pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam sistem keuangan 

internasional. Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia 

dan anggota G-20, sudah selayaknya berpartisipasi dalam proses 

pembuatan kebijakan strategis yang dapat menentukan sistem keuangan 

internasional.6 

Dalam praktiknya media status Beneficial Owner, cenderung 

memanfaatkan penggunaan kendaraan Perseroan Terbatas dalam 

melakukan praktik Tindak Pidana Pencucian Uang dengan 

menyembunyikan statusnya melalui hubungan tertentu, sedangkan 

dorongan untuk transparansi Beneficial Owner terjadi hampir di seluruh 

dunia salah satunya Indonesia. Secara khusus Indonesia melalui berbagai 

instansinya seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi 

 
5 Kamilah, Anita. 2020. Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Pemilik Manfaat 

(Beneficial Ownership) dalam Korporasi. Indonesia R Summit, 1 (1), 2. 
6https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-

financial-action-task-force.html, diakses pada 1 September 2021 pukul 02.55.  

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/808/indonesia-resmi-menjadi-observer-financial-action-task-force.html
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Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin 

mendorong keterbukaan terhadap penerima manfaat (beneficial owner).7  

Maka dengan adanya hal tersebut, menarik minat Penulis untuk 

melakukan pembahasan dan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi 

dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMILIK 

MANFAAT (BENEFICIAL OWNER) PADA PERSEROAN 

TERBATAS TERHADAP PRAKTIK TINDAK PIDANA 

PENCUCIAN UANG”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, 

maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pengaturan Kedudukan dan Tanggung Jawab Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner) dalam Perseroan Terbatas? 

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian 

Uang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah sebagaimana 

yang dikemukakan di atas maka suatu penelitian tentu memiliki tujuan, 

 
7 https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficial-

ownership/, diakses pada 1 September 2021 pukul 05.39. 

https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficial-ownership/
https://kliklegal.com/korporasi-didorong-untuk-melakukan-keterbukaan-beneficial-ownership/
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sebab tujuan memiliki arah penyelesaian dilakukannya penelitian tersebut. 

Dapat ditegaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memahami pengaturan kedudukan dan tanggung jawab 

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Perseroan Terbatas. 

2. Untuk memahami pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat 

(Beneficial Owner) terhadap Praktik Tindak Pidana Pencucian 

Uang.  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) 

aspek, yaitu secara teoritis dan praktis. 

1. Secara Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, 

khususnya terkait dengan pengaturan kedudukan dan tanggung jawab 

Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Perseroan Terbatas dan 

pertanggungjawaban pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 

terhadap praktik Tindak Pidana Pencucian Uang.  

2. Secara Praktis  
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

memberikan sumbangan pemikiran, khususnya bagi aparat penegak 

hukum sebagai 4 (empat) pilar penegakan hukum di Indonesia, yang 

meliputi hakim, jaksa, polisi serta advokat terkait dengan pengaturan 

kedudukan dan tanggung jawab Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 

dalam Perseroan Terbatas dan pertanggungjawaban pidana Pemilik 

Manfaat (Beneficial Owner) terhadap praktik Tindak Pidana Pencucian 

Uang.  

E. Terminologi 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana  

Pertanggungjawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan 

yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. 

Kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan 

antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang 

sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua 

arah: 

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai 

syarat-syarat faktual dari pemidanaan, karenanya mengemban 

aspek preventif.  

2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum dari 

keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian 
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dari aspek represif hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana 

berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya 

pemidanaan dan konsekuensi hukum atas adanya hal itu.8 

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat bertalian dengan 

persoalan keadilan. Pertangggungjawaban pidana lahir dengan 

diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang 

dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang 

berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi 

persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.9  

2.  Pengertian Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)  

Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner, ialah pihak yang 

menikmati manfaat dari sebuah kepemilikan aset meskipun hak atas 

suatu wujud aset tersebut mengatasnamakan nama orang lain. 

Beneficial Owner berasal dari kata Beneficial yang artinya manfaat dan 

Owner yang berarti pemilik. Pada dasarnya penerima manfaat yang 

dimaksud adalah individu yang dapat menunjuk atau memberhentikan 

direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada 

korporasi, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan 

perusahaan. Selain itu, pemilik manfaat dari korporasi juga berhak atas 

 
8 D. Lewokeda, Kornelia Melansari. 2018. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana 

Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. Mimbar Keadilan, 14 (28), 5. 
9 J. Bassang, Tommy. 2015. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. 

Lex Crimen, 4 (5), 3. 
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dan/atau menerima manfaat dari perusahaan baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana 

atau saham perusahaan.10  

3. Pengertian Nominee 

Nominee berasal dari bahasa Inggris, diartikan sebagai “seseorang 

atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu 

benda seperti saham, tanah dan bangunan, dan lainnya namun 

kenyatannya bukan pemilik sebenarnya atas benda tersebut”.11 Apabila 

seseorang ingin meminjam nama orang lain agar dapat memiliki suatu 

benda, maka terhadap kedua orang tersebut dapat dibuat perjanjian 

yang dikenal dengan sebutan Nominee. Adapun perjanjian Nominee 

kepemilikan saham yang digunakan sebagai cara untuk memenuhi 

ketentuan pendirian PT yang harus dilakukan oleh minimal dua orang 

atau lebih ini dapat dikatakan sebagai penyeludupan hukum atau 

tindakan memanipulasi hukum. Perjanjian Nominee atau perjanjian 

pinjam nama umumnya dibuat dalam bentuk akta otentik oleh Notaris.  

4. Pengertian Perseroan Terbatas  

 
10https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5794-penerapan-kebijakan-

prinsip-mengenali-pemilik-manfaat, diakses pada 3 September pukul 22.54 

11 Seraya, Adi. (2019). Perkara Pinjam Nama (Nominee) Dalam Kepemilikan 

Tanah/Properti Oleh Orang Asing Di Indonesia. Diakses dari 

https://www.baliadvocate.com/artikel/perkara-pinjam-nama-nominee-dalam-kepemilikan-

tanahproperti-oleh-orang-asing-di-indonesia/ pada 13 Januari 2022. 

https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5794-penerapan-kebijakan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat
https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5794-penerapan-kebijakan-prinsip-mengenali-pemilik-manfaat


12 

 

Persoran Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk badan usaha 

berbadan hukum yang mana modalnya terdiri dari saham-saham, dan 

tanggung jawab dari para pemegang saham Persedoran Terbatas (PT) 

didasarkan atas jumlah saham yang dimiliki. Saham-saham tersebut 

dapat diperjual-belikan sehingga kepemilikan perusahaan bisa saja 

berubah tanpa harus perusahaan dibubarkan.12 Berdasarkan macamnya, 

Perseroan Terbatas, terdiri dari dua macam yaitu Perseroan Terbatas 

Tertutup atau Perseroan Terbatas Biasa, dan Perseroan Terbuka yaitu 

Perseroan Terbatas yang melakukan penawaran umum sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.   

5. Pengertian Tindak Pidana  

Tindak Pidana, adalah segala bentuk perbuatan yang dinilai 

melanggar dimata hukum, baik sengaja maupun tidak sengaja 

seseorang atau lebih yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dan 

oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat 

dikenai hukuman. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dikenal dengan sebutan istilah Strafbaarfeit dan dalam 

kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah 

delik, sedangkan pembuat atau penyusun undang-undang merumuskan 

 
12 https://icopi.or.id/mengenal-perseroan-terbatas/, diakses pada 4 September pukul 23.17.

  

https://icopi.or.id/mengenal-perseroan-terbatas/
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suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 

perbuatan pidana atau juga tindak pidana.13 

6. Pengertian Pencucian Uang 

Pencucian Uang, adalah suatu upaya perbuatan untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta 

Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan 

agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal 

dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana 

berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta 

Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai 

cara agar Harta Kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh 

aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta 

Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.14  

F. Metode Penelitian 

Metode atau lebih sering dikenal dengan metodologi penelitian 

pada dasarnya ialah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam 

mengumpulkan data dan atau informasi empiris untuk memecahkan 

 
13Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan 

Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan 

Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. 

h. 18.  
14 https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang, diakses pada 6 September 2021 

pukul 11.33. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang
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sebuah permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.15 Fungsi 

penelitian hukum yakni untuk mendapatkan suatu kebenaran, 

sesungguhnya karena kebenaran memang ada. Kebenaran dalam hal ini 

dilihat dari segi epistemologis.16 

Nambang Sunggono menerangkan bahwa dalam penulisan sebuah 

karya ada 2 (dua) jenis metode penelitian, yaitu:  

a. Penelitian yuridis normatif biasa disebut juga dengan penelitian 

hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan 

hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan 

hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai 

penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan 

penelitian ini cenderung lebih banyak dilakukan terhadap data 

yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian 

kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari 

jenis penelitian empiris (penelitian lapangan).17  

b. Penelitian yuridis empiris biasa disebut juga dengan penelitian 

hukum non doktrinal dikarenakan penelitian ini berupa studi-

studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses 

 
15 Beni Ahmad Saebani,2008, Metode Penelitian Hukum, Cetakan 1, Bandung: Pustaka 

Setia, hlm. 77. 
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Perdana 

Media Group, 2014, hlm. 20. 
17 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2007, hlm. 81. 
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terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam 

masyarakat atau juga yang disebut sebagai Socio Legal 

Research.18 

Guna memudahkan penulis dalam perjalanannya memperoleh data 

yang konkret sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis 

akan menggunakan berbagai metode sebagai berikut: 

1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan 

skripsi ini yakni dengan menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode 

pendekatan yang dilakukan melalui berbagai cara seperti menelaah 

teori-teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturannya didalam 

Undang-Undang yang saling berkaitan dengan penelitian ini.  

2. Spesifikasi Penelitian 

Pada dasarnya spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif 

analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran 

mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori 

yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang 

 
18 Bambang Sunggono, Ibid, hlm. 43. 



16 

 

dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk 

mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.19 

3. Sumber Data 

Sumber Data ialah berbagai sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai sebuah data. Dalam penelitian ini data yang 

digunakan adalah data sekunder, yang artinya data yang sebelumnya 

diperoleh telah diolah oleh orang lain. Data sekunder adalah sumber 

data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak 

langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip 

baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara 

umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan proses pengumpulan 

data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip 

atau membaca banyak buku dan lain sejenisnya yang saling berkaitan 

dengan penelitiannya. 

a. Bahanl Hukuml Primer 

Bahanl hukuml primerl yaitul bahanl yangl mempunyail kekuatanl 

mengikatl secaral yuridisl berupal putusanl pengadilan,l peraturanl 

perundang-undanganl danl bahanl hukuml lainnyal yangl berkaitanl 

denganl penelitian.l Dalaml penelitianl inil Penulisl menggunakanl bahanl 

 
19 Sri Sumawarni, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang, 

2012, hlm.6. 
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hukuml berupal peraturanl perundang-undanganl yangl berkaitanl denganl 

obyekl yangl diteliti,l yaitu: 

1) Kitabl Undang-Undangl Hukuml Perdatal (KUHPer);  

2) Kitabl Undan-Undangl Hukuml Pidanal (KUHP);  

3) Undang-Undangl Nomorl 8l Tahunl 1995l Tentangl Pasarl Modal;  

4) Undang-Undangl Nomorl 25l Tahunl 2007l Tentangl Penanamanl 

Modal;  

5) Undang-Undangl Nomorl 40l Tahunl 2007l Tentangl Perseroanl 

Terbatas; 

6) Undang-Undangl Nomorl 8l Tahunl 2010l Tentangl Pencegahanl danl 

Pemberantasanl Tindakl Pidanal Pencucianl Uang;  

7) Peraturanl Presidenl Nomorl 13l Tahunl 2018l Tentangl Penerapanl 

Prinsipl Mengenalil Pemilikl Manfaatl daril Korporasil dalaml Rangkal 

Pencegahanl danl Pemberantasanl Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl 

danl Tindakanl Pendanaanl Terorisme;  

8) Peraturanl Otoritasl Jasal Keuanganl Nomorl 12l /Pojk.01/2017l 

Tentangl Penerapanl Programl Antil Pencucianl Uangl Danl 

Pencegahanl Pendanaanl Terorismel Dil Sektorl Jasal Keuangan.  

b. Bahaml Hukuml Sekunder 
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l  Bahanl hukuml sekunderl merupakanl bahanl hukuml yangl 

digunakanl dalaml menunjangl danl melengkapil adanyal bahanl hukuml 

primer.l Hall yangl termasukl dalaml bahanl hukuml sekunderl ialahl segalal 

publikasil tentangl hukuml yangl bukanl merupakanl dokumen-dokumenl 

resmi.l Misalnyal berupal hasill karyal daril berbagail kalanganl hukum,l 

sepertil skripsi,l tesis,l danl desertasil yangl eratl kaitannyal denganl hukum.l 

Selainl itul dapatl juga,l berupal kamus-kamusl hukuml danl pendapat-

pendapatl atasl putusanl pengadilan.20  

4. Teknikl Pengumpulanl Data  

Teknikl pengumpulanl datal yangl dilakukanl padal penelitianl inil yaknil 

denganl melakukanl studil kepustakaan.l Studil kepustakaanl dilakukanl 

denganl mencaril segalal referensil yangl mendukungl muatanl materil 

penelitianl inil melaluil berbagail literaturl sepertil buku,l bahanl ajarl 

perkuliahan,l artikel,l jurnal,l skripsi,l tesis,l desertasi,l danl Undang-Undangl 

terkaitl dil berbagail perpustakaanl umuml danl universitasl sertal sejenisnya.  

5. Metodel Analisisl Data  

Analisisl Datal ialahl prosesl dalaml menafsirkanl ataul memaknail sebuahl 

data.l Analisisl Datal sebagail tindakl lanjutl prosesl pengolahanl datal 

merupakanl bagianl pekerjaanl seorangl penelitil yangl memerlukanl 

 
20

l Peterl Mahmudl Marzuki,l Pengantarl Ilmul Hukuml …,l h.l 141-155. 
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ketelitian,l danl pencurahanl dayal pikirl secaral optimal,l danl secaral nyatal 

kemampuanl metodelogisl penelitil diuji.21  

Penelitianl inil padal dasarnyal menggunakanl metodel kualitatifl untukl 

menganalisisl datal yangl diperoleh.l Dimanal yaitul menguraikanl datal padal 

suatul latarl alamiahl denganl maksudl menafsirkanl fenomenal yangl terjadil 

dimanal penelitil adalahl sebagail instrumenl kunci,l pengambilanl sampell 

berupal datal dilakukanl secaral purposivel danl snowbaal,l teknikl 

pengumpulanl datal denganl trianggulasil (gabungan),l analisisl datal bersifatl 

induktif/kualitatif,l danl hasill penelitianl kualitatifl lebihl menekankanl 

maknal daril generalisasi.22
l Denganl maksud,l metodel kualitatifl inil dapatl 

dilakukanl secaral rincil daril datal primer,l sekunder,l yangl telahl dikumpulkanl 

berdasarkanl pokokl masalahl yangl berkaitanl padal penelitianl skripsil inil 

berdasarkanl padal berlakunyal peraturanl perundang-undangan.  

G. Sistematikal Penulisan  

Agarl terdapatl suatul alurl yangl tertibl danl teraturl secaral sistematisl l makal 

penulisanl skripsil sengajal disusunl dalaml suatul kerangkal yangl terdiril atasl 4l 

(empat)l babl denganl masing-masingl babl memilikil subl bab,l yangl meliputi:  

BABl Il :l Pendahuluan 

 
21

l Bambangl Sunggono,l Ibid,l hlm.l 7. 
22

l Albil Anggitol &l Johanl Setiawan,l Metodologil Penelitianl Kualitatif,l (Sukabumi,l CVl Jejakl 

2018),l hlm.l 8,l diaksesl melaluil https://ipusnas.id/.  

https://ipusnas.id/
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BABl inil merupakanl pengantarl untukl memasukil BABl selanjutnya,l 

padal BABl inil jugal akanl berisikanl latarl belakangl masalahl yangl menjadil 

alasanl penulisl mengangkatl temal inil sebagail bentukl karyal ilmiahl yangl 

akanl dibuat,l rumusanl masalahl yangl akanl dibahas,l tujuanl penelitian,l 

kegunaanl penelitian,l terminologi,l metodel penelitian,l sistematikal 

penelitianl danl jadwall penelitian.l Diharapkanl penulisl denganl adanyal 

karyal ilmiahl berbentukl skripsil inil dapatl diterimal danl dapatl bermanfaatl 

bagil setiapl orangl yangl akanl membacanya.  

 BABl IIl :l Tinjauanl Pustaka 

BABl inil merupakanl tinjaunl umuml dimanal penulisl akanl menjelaskanl 

segalal pengertianl mengenail judull daril skripsil tersebut.l Mengenail 

pengertianl sertal penjabaranl daripadal tinjauanl mengenail 

Pertanggungjawabanl Pidana,l Pemegangl Sahaml padal Perseroanl 

Terbatas,l Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner),l Tindakl Pidanal 

Pencucianl Uangl dalaml Hukuml Positif,l danl Tindakl Pidanal Pencucianl 

Uangl dalaml Prespektifl Pidanal Islam. 

BABl IIIl :l Hasill Penelitianl danl Pembahasan 

BABl inil akanl menjelaskanl sertal menjawabl rumusanl masalahl yangl 

akanl diangkatl olehl Penulis.l Yaitu:l Pengaturanl Kedudukanl danl 

Tanggungl Jawabl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner)l dalaml 

Perseroanl Terbatas,l danl Pertanggungjawabanl Pidanal Pemilikl 
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Manfaatl (Beneficiall Owner)l terhadapl Praktikl Tindakl Pidanal 

Pencucianl Uang.  

BABl IVl :l Penutup 

Dalaml BABl inil Penulisl akanl menguraikanl kesimpulanl daril penelitianl 

danl pembahasanl mengenail rumusanl masalahl yangl telahl dibahasl dil 

BABl sebelumnyal sertal padal BABl inil berisil saran-saranl yangl 

merupakanl sumbanganl pemikiranl daril penulisl yangl lekatl kaitannyal 

denganl penelitianl ini.  
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BABl II 

TINJAUANl PUSTAKA 

A. Tinjauanl Umuml Pertanggungjawabanl Pidana 

1. Pertanggungjawabanl Pidanal dalaml Hukuml Positif 

Pertanggungjawabanl pidanal ialahl pertanggungjawabanl seseorangl 

terhadapl sebuahl tindakl pidanal yangl dilakukannya.l Pertanggungjawabanl 

pidanal dapatl diartikanl sebagail diteruskannyal celaanl yangl objektifl yangl 

melekatl padal perbuatanl pidanal yangl secaral subjektifl telahl memenuhil 

syaratl tertentul untukl dapatl dipidanal karenal perbuatannya.23
l Makal tentu,l 

yangl dipertanggungjawabkanl seseorangl itul adalahl tindakl pidanal yangl 

dilakukannyal danl untukl dapatl dikatakanl sebagail tindakl pidana,l 

setidaknyal perlul memenehuil 3l (tiga)l unsurl yaitul perbuatanl yangl dilarang,l 

dirumuskanl olehl Undang-Undang,l danl adanyal ancamanl pidanal padal 

perbuatannya.l Denganl demikian,l munculnyal pertanggungjawabanl 

pidanal yaknil karenal telahl adal tindakl pidanal yangl dilakukanl olehl 

seseorang.l Mempertanggungjawabkanl seseorangl dalaml hukuml pidanal 

bukanl hanyal berartil sahl menjatuhkanl pidanal terhadapl orangl itu,l tetapil jugal 

sepenuhnyal dapatl diyakinil bahwal memangl padal tempatnyal memintal 

pertanggungjawabanl atasl tindakl pidanal yangl dilakukannya.l  

 
23

l Ali,l Mahrus.l (2015).l Dasar-Dasarl Hukuml Pidana,l Jakarta:l PTl Sinarl Grafikal Offset. 
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Pertanggungjawabanl pidanal tidakl hanyal berartil “rightfullyl 

sentenced”l tetapil jugal “rightfullyl accused”.24
l Pertanggungjawabanl 

pidanal padal hakekatnyal merupakanl suatul mekanismel yangl dibangunl olehl 

hukuml pidanal untukl bereaksil terhadapl pelanggaranl “kesepakatanl 

menolak”l suatul perbuatanl tertentu.25
l Dalaml hukuml pidanal Indonesia,l 

selumrahnyal civill lawl systeml lainnya,l Undang-Undangl merumuskanl 

keadaan-keadaanl yangl dapatl menyebabkanl pembuatl tidakl 

dipertanggungwajabkan.l Pertanggungjawabanl pidanal dipandangl ada,l 

kecualil adal alasan-alasanl penghapusl pidanal tersebut.26
l Denganl katal lain,l 

criminall liabilityl dapatl dilakukanl sepanjangl pembuatl tidakl memilikil 

‘defence’,l ketikal melakukanl suatul tindakl pidana. 

Penolakanl masyarakatl terhadapl suatul perbuatan,l diwujudkanl dalaml 

bentukl laranganl danl ancamanl denganl pidanal atasl perbuatanl tersebut.l Hall 

inil merupakanl cerminan,l bahwal masyarakatl melaluil negaral telahl mencelal 

perbuatanl tersebut.l Barangsiapal ataul setiapl orangl yangl melakukannyal 

akanl dicelal pula.l Pembuatl dicelal jikal ketikal melakukanl tindakl pidanal 

tersebut.l Pertanggungjawabanl pidanal mengenakanl celaanl terhadapl 

pembuatl karenal perbuatannyal yangl melanggarl laranganl ataul 

menimbulkanl keadaanl yangl terlarang.  

 
24

l Hudal Chairul,l 2006,l “Daril Tiadal Pidanal Tanpal Kesalahan”l Menujul Kepadal “Tiadal 

Pertanggungjawabanl Pidanal Tanpal Kesalahan”:l Tinjauanl Kritisl Terhadapl Teoril Pemisahanl Tindakl 

Pidanal danl Pertanggunggja-wabanl Pidana,l Jakarta,l Kencana,l hlm.l 64. 
25

l Lewokeda,l M.l D.l (2018).l Pertanggungjawabanl pidanal tindakl pidanal terkaitl pemberianl 

delegasil kewenangan.l Mimbarl Keadilan,l 14l (28). 
26

l Abidin,l Andil Zainal.l (1983).l Hukuml Pidanal I.l Jakarta:l Sinarl Grafika,l hlm.l 260. 
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Tindakl pidanal merupakanl perumusanl laranganl untukl melakukanl 

sesuatu,l laranganl untukl tidakl melakukanl sesuatu,l ataupunl laranganl untukl 

menimbulkanl akibatl tertentu.l Caral perumusanl tindakl pidanal jugal 

berpengaruhl terhadapl pertanggungjawabanl pembuatnya.l Prinsipl bahwal 

“Setiapl orangl itul harusl dianggapl mampul bertanggungl jawab”,l makal 

setelahl terjadinyal tindakl pidana,l apabilal adal keraguanl tentangl keadaanl 

jiwal petindaknyal artinyal keraguanl tentangl kemampuanl 

bertanggungjawab,l barulahl hall ketidakmampuanl bertanggungl jawabl inil 

justrul yangl harusl dibuktikan,l agarl orangnyal tidakl dipidana.l Jadil dalaml hall 

inil yangl harusl dibuktikanl adalahl tentangl ketidakmampuanl 

bertanggungjawabl pidana,l danl bukanl sebaliknyal tentangl kemampuanl 

bertanggungjawabl pidana.  

Bilamanakahl seseorangl itul dapatl dipertanggungjawabkanl atasl 

perbuatanl yangl dilakukannya.l Berbagail pendapatl mengenail hall inil J.E.l 

Jonkersl berpendapatl bahwal pertanggungjawabanl pidanal adalahl 

merupakanl sendil daripadal pengertianl kesalahanl yangl luas,l yangl tidakl 

bolehl dicampuradukkanl denganl yangl disebutkanl dalaml Pasall 44l KUHP.27
l 

Tidakl mudahl menentukanl syaratl umuml pertanggungjawabanl pidana.l J.E.l 

Jonkersl menyebutkanl adal 3l (tiga)l syaratl mengenail pertanggungjawabanl 

pidana,l yaitu: 

 
27

l J.E.l Jonkers,l Hukuml Pidanal Hindial Belanda,l Judull Asli:l Handboekl vanl hetl Nederlandschl 

Indischel Strafrecht),l Diterjemahkanl olehl Timl Penerjemahl Binal Aksara,l 1987,l Jakarta,l PT.l Binal 

Aksara,l hlm.l 107. 
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a. Kemungkinanl untukl menentukanl kehendaknyal terhadapl 

suatul perbuatan;  

b. Mengetahuil maksudl yangl sesungguhnyal daripadal perbuatanl 

itu;  

c. Keinsyafan,l bahwal hall itul dilarangl dalaml masyarakat.  

Untukl adanyal pertanggungjawabanl pidana,l suatul syaratl yangl 

diperlukanl adalahl sil pembuatl harusl dinilail mampul bertanggungl jawab,l 

denganl katal lainl perkataanl harusl adal kemampuanl bertanggungl jawabl daril 

sil pembuat.l Mengenail apal yangl dimaksudl denganl kemampuanl 

bertanggungl jawabl (toerekeningsvatbaarveid)l inil KUHPl tidakl 

merumuskannya,l sehinggal perlul dicaril dalaml doktrinl ataul Memoriel vanl 

Toelicthingl (MvT).28 

2. Teoril Pertanggungjawabanl Pidana 

Dalaml pertanggungjawabanl pidanal mengenall dual pandanganl yangl 

berbeda,l pertamal pandanganl Monistisl yangl dikemukakanl olehl Simonl 

denganl merumuskanl strafbaarfeitl sebagail “eenel strafbaarl gestelde,l 

onrechtmatige,l metl schuldl inl verbandl staandel handelingl vanl eenl 

torekening-vatbaarl person”l (suatul perbuatanl yangl olehl hukuml diancaml 

denganl hukuman.l Bertentanganl denganl hukum,l dilakukanl olehl seseorangl 

 
28

l Il Madel Widyana,l Asas-Asasl Hukuml Pidana,l (Jakarta:l Fikahatil Aneska,l 2010),l h.38. 
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yangl bersalahl danl orangl itul dianggapl bertanggungjawabl atasl 

perbuatannya).  

Unsur-unsurl strafbaarl feitl diantaranyal meliputil unsurl perbuatan,l 

disebutl jugal sebagail unsurel objektif,l maupunl unsurel pembuatnya.l Makal 

strafbaarl feitl dapatl jugal dil katakanl sebagail syaratl penjatuhanl pidana,l 

apabilal sudahl terjadil strafbaarl feitl makal barulahl pelakunyal dapatl 

dipidana.  

A.Z.Abidin,l mengatakanl bahwal aliranl monistisl terhadapl strafbaarl feitl 

merupakanl mayoritsl dil seluruhl dunia,l memandangl unsurel pembuatl delikl 

sebagail bagianl strafbaarl feit. 

Penganutl pandanganl Monistisl tentangl strafbaarl feitl ataul criminall actl 

berpendapat,l bahwal unsurl pertanggungjawabanl pidanal yangl menyangkutl 

pembuatl delikl meliputi:  

a. Kemampuanl bertanggungl jawab;  

b. Kesalahanl dalaml artil luas,l disengajal dan/ataul kealpaan; 

c. Tidakl adal alasanl pemaaf.  

Dalaml aliranl monistis,l apabilal tidakl terbuktil salahl satul unsurl daril 3l 

unsurl yangl ada,l makal strafbaarl feitl tidakl terbuktil makal tidakl adal strafbaarl 

feit.l Berbedal denganl pandanganl dualistisl mengenail delik,l unsurl pembuatl 

yangl merupakanl pertanggungjawabanl pidanal pembuat,l tidakl termasukl 
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unsurl delikl denganl katal lainl masihl terbuktil adanyal delik.l Sebagail pelakul 

“doenl pleger”l danl “middeljkel dader”l sekalipunl tidakl melakukanl 

perbuatanl yangl terlarang,l namunl dapatl dianggapl sebagail pembuatl karenal 

perbuatannyal dapatl dikatakanl mewujudkanl delik.l Pasall 55l KUHPl 

menyatakanl “alsl dadersl wordenl gestraf”l (sebagai/laksanal pembuatl 

pidana)l danl tidakl mensyaratkanl bahwal segalal jenisl pembuatl itul benar-

benarl pelaku.l Orangl yangl membuatl sehinggal orangl lainl melakukanl (doenl 

pleger)l menurutl pandanganl dualistisl tentangl delikl sudahl dapatl dil pidana.29  

Hermanl Kontorowicz,l penganutl aliranl dualistisl dalaml bukunyal 

berjudull “Tutl undl Schuld”l menentangl kebenaranl berpendirianl mengenail 

kesalahanl (schuld)l yangl ketikal itul berkuasa,l yangl dinamakanl “objectivel 

schuld”l kesalahanl dipandangl sebagail sifatl daripadal kelakuanl (merkmall 

derl handlung)l makal untukl adanyal “strafvoraussetzungen”(syarat-syratl 

penjatuhanl pidanal terhadapl pembuat)l diperlukanl terlebihl dahulul 

pembuktianl adanyal strafbarel handlungl (perbuatanl pidana),l kemudianl dil 

buktikanl denganl schuldl ataul kesalahanl subjektifl pembuatl pidana.30 

Pandanganl dualistisl dil Indonesial dil perkenalkanl olehl Moeljatno,l 

denganl mengatakan: 

 
29

l Krismen,l Y.l (2014).l Pertanggungjawabanl Pidanal Korporasil Dalaml Kejahatanl Ekonomi.l 

Jurnall Ilmul Hukum,l 5(1),l hlm.l 61-70. 
30

l Moeljatno,l Pembuatanl Pidanal danl Pertanggungjawabanl dalaml hukuml Pidana,l Pidatol 

padal Upacaral Peringatanl Diesl natalisl VIl Universitasl Gadjahl Madal ,l tanggall 19l desemberl 1955,l 

(Jakarta:l Binal Aksara,l 1958),l hlm.22-23.l Ibid.l Didalaml Muladil danl Dwidjal Priyatno,l hlm.l 64. 
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“Olehl karenal itu,l syarat-syaratl untukl adanyal pidanal (strafvorausset-

zungen)l yangl umumnyal tanpal dipikirkanl denganl jelasl danl sistematis,l 

diikutil naluril yangl memandangnyal sebagail kualitet-kualitetl handlungl 

ibaratl suatul merkmalshaufel (tumpukanl syarat-syarat),l sekarangl 

hendaknyal dil sistematisasil menurutl hakikatnyal syaratl masing-masing,l 

denganl memerhatikanl dual segil tadil yangl satul denganl yangl lainnya,l 

merupakanl bentukl parallel.l Padal segil handlungl yangl bolehl dinaikkanl pulal 

segil objektifl ataul “tat”,l adal “tasbenstandsmaszigkeit”l (hall yangl 

mencocokil rumusanl wet)l danl tidakl adanyal alasanl pembenarl (Fehlenl vonl 

rechtfertigungsgrunden).l Padal segil handeldel yangl bolehl dinamakanl segil 

subjektif,l sebaliknyal adal “schuld”l (kesalahan)l danl tidakl adanyal lasanl 

pemaafl (Fehlenl vonl personalechenl Strafousschlieszungsgrunden).l 

Sebagaimanal hanyal segil pertamal sajalahl yangl mungkinl 

tatbestandsmaszig,l schuldig.l Sementaral itul segi-segil tersebutl jikal 

dipandangl sebagail kesatuan,l tidakl hanyal berdampinganl semata-matal 

(paralelverhaltnis),l bahkanl yangl satul merupakanl syaratl bagil yangl lainl 

(bedingungsverhaltnis).l Segil yangl menjadil syaratl adalahl “Tat”l yaitul 

“dietrafbarel handlung”l dalaml maknal Strafgesetzbuch,l yangl merupakanl 

“dasl krimenellel Unrecht”l sedangkanl yangl disyaratkanl adalahl segil 

Schuld,l olehl karenal schuldl barul adal sesudahl unrechtl ataul sifatl melawanl 

hukumnyal perbuatan,l danl takl mungkinl adal schuldl tanpal adanyal unrecht”.  
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Didalaml sektorl perseroanl punl dikenall pertanggungjawabanl 

perseroan,l yaknil segalal tindakanl perseroan,l baikl danl burukl akanl 

ditanggungl perseroan,l menyatakanl bahwa31:l “pengurusl perseroanl hanyal 

sebagail organl yangl tidakl bertanggungjawabl atasl perbuatannya,l 

melainkanl menjadil tanggungjawabl yangl diwakilinya,l yaitul perseroanl 

terbatasl yangl bersangkutan.l Lebihl daril padal itu,l bahkanl dalaml prinsipl 

danl ataul sistemnyal ial bukanl pemegangl saham,l melainkanl seorangl 

pengurusl professional”. 

Mengutipl daril pandanganl Marshalll B.l Clinardl danl Peterl C.l Yaegarl 

dalaml Madel Darmal Weda,l menyatakan32:  

“Al Corporatel crimel isl anyl actl committedl byl sorporationsl thatl isl 

punishedl byl thel state,l regardiessl ofl whetherl isl itl punishedl underl 

administrative,l civil,l orl criminall law”l (Kejahatanl Korporasil ialahl setiapl 

tindakanl yangl dilakukanl olehl korporasil yangl bisal diberil hukumanl olehl 

negara,l entahl dil bawahl hukuml administrasil negara,l hukuml perdata,l 

maupunl hukuml pidana).  

Bardal Nawawil Arif33,l bertolakl daril pokokl pemikiranl monodualistik,l 

konsepl memandangl bahwal asasl kesalahanl (asasl culpabilitas)l merupakanl 

 
31

l Rudyl Prasetya,l kedudukanl Mandiril Perseroanl terbatas,l PT.l Citral Adityal Bahkti,l Bandung,l 

1995,l hlml 207. 
32

l Madel Darmal Weda,l Beberapal catatanl tentangl Kejahatanl Korporasi.l Makalahl Seminarl 

Nasionall Viktimologil III,l Surabaya:l Fakultasl Hukuml Universitasl Airlanggal bekerjal samal denganl 

Wiyazawal Foundations,l Asial Crimel Preventionl Foundationl (ACPF)l Masutomol Foundation. 
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pasanganl daril asasl legalitasl yangl harusl dirumuskanl secaral eksplisitl dalaml 

undang-undang,l dalaml konsepl KUHPl pasall 35,l berbunyi:l “Asasl tidakl 

pidanal tanpal kesalahanl merupakanl asasl yangl sangatl fundamentall dalaml 

mempertanggungjawabkanl pembuatl yangl telahl melakukanl tindakl 

pidana”.  

Namunl dalaml hal-hall tertentul konsepl jugal kemungkinanl jugal 

memberikanl “pertanggungjawabanl yangl ketat”l (strictl liability),l tertuangl 

dalaml pasall 36,l berbunyi:l “Dalaml hal-hall tertentu,l orangl jugal 

bertanggungjawabl atasl perbuatanl orangl lainl jikal ditentukanl demikianl 

olehl peraturanl perundang-undang”.l Dalaml commonl lawl system,l Strictl 

liabilityl adalahl merupakanl tindakl pidanal yangl ditentukanl olehl peraturanl 

perundang-undanganl (statute).34 

B. Tinjauanl Umuml Pemegangl Sahaml Padal Perseroanl Terbatas 

1. Ruangl Lingkupl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner)l padal Perseroanl 

Terbatas 

Maraknyal kehadiranl sebuahl Perseroanl Terbatasl yangl selanjutnyal 

disebutl “PT”,l sebagail badanl usahal danl saranal bagil paral pelakul bisnisl dil 

Indonesial dalaml menjalankanl kegiatanl usahal tidakl lagil dapatl dipungkiri.l 

Perseroanl Terbatasl ialahl tungkul usahal yangl dinilail amanl dalaml dapurl 

 
33

l Bardal Nawawil Arif,l Bungal Rampail Kebijakanl Hukuml Pidana,l Bandung,l PT.l Cital Adityal 

Bhakti,l 1996,l hlm.l 95-96. 
34

l Sutanl Remyl Sjahdeini,l Pertanggungjawabanl Pidanl Korporasi,l Jakarta.l Gafitil Pers,l 2006,l 

hlml 78-79. 



31 

 

bisnis.l Sifatl liabilitasl (liability)l risikol yangl "terbatas"l dimilikil PTl dapatl 

memberikanl rasal amanl kepadal pendirinya,l amanl daril kekhawatiranl 

potensil terkikisnyal hartal pribadil dalaml adanyal hall ihwall bisnis.35
l  

Keterbatasanl tanggungl jawabl yangl terbatasl (limitedl liability)l bagil 

pemilikl modall (investor)l dianggapl banyakl berpotensil membukal ruangl 

investasil dalaml jumlahl skalal yangl besarl melaluil adanyal ketentuanl tersebutl 

dalaml perusahaanl yangl memilikil tingkatl risikol tinggi.36
l Definisil PTl 

mengacul padal 2l (dua)l kata,l yaitul Perseroanl danl Terbatas,l Perseroanl 

merujukl padal modall melaluil investasil PTl yangl terdiril atasl saham-saham.l 

Dilainl itul sahaml adalahl suatul hakl atasl hartal kekayaanl perseroanl ataul suatul 

nilail hakl atasl bagianl daril sesuatul terhadapl perseroanl tersebut.37
l Sementaral 

itul katal Terbatasl merujukl padal tanggungl jawabl yangl dibebankanl kepadal 

pemegangl sahaml yangl luasnyal hanyal terbatasl padal nilail nominall sahaml 

yangl dimiliki.38 

PTl merupakanl badanl hukuml yangl dimanal artinyal ial dapatl 

mengikatkanl diril danl melakukanl perbuatanl hukuml tertentul sebagaimanal 

mestinyal peroranganl danl dapatl memilikil nilail kekayaanl ataul hutangl yangl 

 
35

l Ahmadl Zenl Umarl Purba,l Hukuml Dalaml Kolom:l Kumpulanl Tulisanl Hukuml Bisnis,l Hukuml 

Kekayaanl Intelektual,l Hukuml Laut,l danl Hukuml Lingkungan,l (Jakarta:l Tempol Publishing,l 2016),l 

hal.27. 
36

l Reinierl Kraakman,l et.l al.,l Thel Anatomyl ofl Corporatel Law,l Secondl Edition,l (Oxford:l 

Oxfordl Universityl Press,l 2009),l hal.9. 
37

l M.l Yahyal Harahap,l Hukuml Perseroanl Terbatas,l (Jakarta:l Sinarl Grafika.l 2013),l hlm.197. 
38

l Ridwanl Khairandy,l Perseroanl Terbatasl Doktrin,l Peraturan-Peraturanl Perundang-

Undangan,l danl Yurisprudensi,l (Yogyakarta:l Totall Media,l 2009,l Cet.l Kedua),l hlm.1. 
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ditanggung.l Berdirinyal PTl muncull berdasarkanl adanyal perjanjian.39
l 

Mengingatl didasaril penggunaanl perjanjian,l denganl itul tentunyal pendirianl 

PTl tidakl dapatl dilepaskanl daril adanyal syarat-syaratl sahnyal perjanjianl 

yangl terdapatl padal Pasall 1320l KUHPerdata. 

Kedudukanl pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l dalaml perseroanl 

terbatas,l berdasarkanl yangl diaturl dalaml Pasall 4l ayatl (1)l Perpresl No.l 

13/2018l bahwal orangl perseoranganl yangl memilikil sahaml danl hakl suaral 

lebihl daril 25%l persenl sebagaimanal yangl tercantuml dalaml anggaranl dasar.l 

Hall inil menjelaskanl bahwal kedudukanl pemilikl manfaatl (beneficiall 

owner)l dalaml perseroanl terbatasl adalahl pemegangl sahaml (shareholder).l 

Menyoall beneficiaryl yangl meminjaml namal seseorangl untukl menjadil 

pemegangl sahaml berdasarkanl kepemilikanl nomineel dalaml perseroanl 

terbatas,l makal kedudukanl pemegangl sahaml nomineel adalahl pemegangl 

sahaml formall danl pemegangl sahaml material.l Pemegangl sahaml nomineel 

merupakanl pemegangl sahaml yangl yangl sahl dalaml suatul perseroanl 

terbatas.l  

Sahaml yangl dimilikil olehl beneficiaryl sebenarnyal sebagail buktil 

kepemilikannyal atasl sebagianl perseroan.l Sebagail pemegangl sahaml 

sebenarnya,l pemilikl manfaatl memilikil kendalil tidakl langsungl atasl operasil 

harianl perusahaanl danl kebijakanl yangl dirumuskanl olehl dewanl direksi,l 

 
39

l Subekti,l Hukuml Perjanjian,l (Jakarta:l Intermasa,l 1987),l hlm.l 1. 
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danl pemilikl manfaatl tidakl bertanggungl jawabl atasl semual fungsil dewanl 

direksi.l Berkaitanl banyaknyal sahaml yangl dimilikil olehl seorangl pemegangl 

saham,l makal semakinl besarl kekuasaanl kontroll yangl dapatl dilakukannyal 

atasl perseroan.40
l  

Sahaml yangl dimilikil olehl pemegangl sahaml memberikanl hakl kepadal 

pemegangl saham,l danl Pasall 52l (1)l UUPTl tahunl 2007l menetapkanl bahwal 

sahaml memberikanl hakl kepadal pemegangl saham.l Ketentuanl Pasall 52l ayatl 

(1)l menunjukkanl bahwal hak-hakl pemegangl sahaml dibagil dalaml dual 

kategoril besarl hak.l Pertama,l hak-hak,l sebagaimanal dimaksudl Pasall 52l 

ayatl (1)l UUPT,l dalaml kerangkal RUPSl bahwal pemegangl sahaml dapatl 

memberikanl pernyataanl pendapatnya,l memungutl keuntunganl padal 

RUPSl dalaml bentukl dividenl danl menerimal sisal kekayaanl akibatl 

terjadinyal likiudasil padal perusahaan.l Kedua,l adal hak-hakl lainl yangl 

tersebarl (selainl daril hakl pertama)l yangl diaturl olehl beberapal pasall dalaml 

UUPT. 

Hakl Individuall bagil pemegangl sahaml padal sebuahl perseroanl ialahl hakl 

melekatl padal setiapl pemegangl saham,l atasl seluruhl sahaml yangl dimilikil 

olehnya,l diantaranya41: 

1. Hakl untukl memperolehl sahaml daril penerbitanl sahaml yangl 

selanjutnyal (firstl rightl ofl refusal). 

 
40

l Gunawanl Widjaja,l Hakl Kolektifl Pemegangl Saham,l hlm.l 69. 
41

l Ibid.,l hlm.l 70. 
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2. Hakl untukl didahulukanl dalaml hall ditawarkanl danl untukl membelil 

sahaml daril pemegangl sahaml lainnyal yangl hendakl menjuall sahamnyal 

(apabilal adanyal pengaturanl dalaml anggaranl dasarl perseroanl tersebut) 

3. Hakl untukl menjaminkanl sahaml sebagail jaminanl terhadapl hutang,42 

4. Hakl untukl mengajukanl gugatanl kel Pengadilanl Negeril terhadapl 

Perseroanl apabilal merasal dirugikanl olehl tindakanl perseroanl yangl 

dirasal tidakl adill danl tanpal adanyal alasanl wajarl sebagail akibatl 

keputusanl RUPS,l Direksi,l dan/ataul Dewanl Komisaris.43  

5. Hakl untukl memintal kepadal perseroanl agarl sahamnyal dibelil denganl 

hargal yangl wajarl apabilal yangl bersangkutanl tidakl bersedial ataul tidakl 

menyetujuinyal tindakanl perseroanl merugikanl paral pemegangl sahaml 

ataul perseroan,l berupa: 

a. Perubahanl anggaranl dasar 

b. Pengalihanl ataul penjaminanl kekayaanl perseroanl yangl memilikil 

nilail lebihl daril 50%l (limal puluhl persen)l kekayaanl bersihl 

perseroan,l atau 

c. Penggabungan,l peleburan,l pengambilalihanl ataul pemisahan 

d. Hakl untukl exitl ataul keluarl (menjuall ataul mengalihkanl sahamnyal 

kepadal pihakl lain)l daril perseroanl terbatas 

 
42

l Undang-Undangl Nomorl 40l Tahunl 2007l tentangl Perseroanl Terbatasl Pasall 60l ayatl (2). 
43

l Undang-Undangl Nomorl 40l Tahunl 2007l tentangl Perseroanl Terbatasl Pasall 61l ayatl (1) 
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e. Hakl gunal memperolehl deviden 

f. Hakl gunal memperolehl pembayaranl sisal likuidasi 

g. Hakl untukl memanggill ataul memintal diadakannyal RUPS 

h. Hakl untukl menghadiril danl bersuaral dalaml RUPS 

Hakl yangl terdapatl padal hurufl al hinggal hl dianggapl dikatakanl sebagail 

hakl pemegangl sahaml yangl tidakl berhubunganl denganl penyelenggaraanl 

adanyal RUPS.l Hall lainl yangl terdapatl padal hurufl il hinggal jl yaknil sejatinyal 

melekatl terhadapl penyelenggaraanl RUPS.44 

2. Kepemilikanl Sahaml Nominee  

Konsepl Nomineel ataul yangl terkadangl disebutl sebagail konsepl Trust,l 

tidakl dikenall dalaml sisteml hukuml civill lawl yangl beradal dil Indonesia.l 

Nomineel ialahl seseorangl yangl sudahl ditunjukl ataul diusulkanl untukl sebuahl 

urusanl yangl dimaksudkanl untukl bertindakl menggantikanl seseorangl 

lainnya.45
l Dalaml konsepl inil kepemilikanl secaral absolutl dipecahl menjadil 

kepemilikanl yangl terdaftarl dalaml hukuml ataul disebutl denganl legall ownerl 

danl kepemilikanl secaral kemanfaatanl ataul kenikmatanl daril bendal ataul 

disebutl beneficiall owner.46
l Konsepl inil barul dikenall Indonesial padal sekitarl 

 
44

l Kamaruzaman,l A.l (2021).l Tinjauanl Yuridisl Terhadapl Praktekl Kepemilikanl Manfaatl padal 

PTl Mutiaral Karyal Cipta. 
45

l Davidl Kirupan,l Aspekl Hukuml Penanamanl Modall Asingl Dil Indonesia,l (Jakarta,l Penerbitl 

Kencanal Prenadal Medial Group,l 2013)l h.43. 
46

l Wicaksono,l L.l S.l (2016).l Kepastianl Hukuml Nomineel Agreementl Kepemilikanl Sahaml 

Perseroanl Terbatas.l Jurnall Hukuml Iusl Quial Iustum,l 23(1),l 42-57.l l  
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tahunl 90-anl danl seringl dilakukanl padal sebagianl transaksil hukuml sejakl 

derasnyal investasil asingl yangl berbondongl masukl kel Indonesia.l  

Maraknyal praktikl bisnisl yangl beredarl dil Indonesia,l paral pelakul bisnisl 

umumnyal cenderungl memilihl Perseroanl Terbatasl yangl selanjutnyal 

disebutl “PT”l sebagail bentukl badanl usaha.l Adapunl alasannyal sangatl 

beragam,l pertamal kontinuitasl badanl usahal yangl berbentukl PTl dinilail tidakl 

tergantungl daril pribadil paral pemilik,l akanl tetapil daril modall yangl 

terkumpull danl kedual terdapatl pemisahanl tanggungl jawabl antaral pemilikl 

perusahaanl denganl perusahaanl itul sendiri.l Hall inil disebabkanl karenal PTl 

setelahl memenuhil sebuahl ketentuan-ketentuanl tertentul selanjutnyal 

diakuil sebagail badanl hukuml danl mempunyail hakl danl kewajibanl samal hall 

nyal denganl individul ataul perorangan.47 

Adanyal laranganl perjanjianl sahaml nominee,l dapatl dilihatl padal Pasall 

33l Ayatl (1)l Undang-Undangl Nomorl 25l Tahunl 2007l tentangl Penanamanl 

Modal,l dijelaskanl bahwal penanaml modall dalaml negeril danl penanaml 

modall asingl yangl melakukanl penanamanl modall dalaml bentukl perseoranl 

terbatasl dilarangl membuatl perjanjianl dan/ataul pernyataanl yangl 

menegaskanl bahwal kepemilikanl sahaml dalaml perseroanl terbatasl untukl 

danl atasl namal orangl lain.  

 
47

l Il Nyomanl Tjager.l “Acuanl Yuridisl Mergerl danl Akuisisi”.l Makalahl padal Seminarl Akuisisil 

danl Dampakl Globalisasil Terhadapl Pasarl Modall Indonesia.l Jakarta:l 25l Agustusl 1992.l hlm.3. 
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Adapunl beranjakl padal konsekuensil hukum,l sebagaimanal diaturl padal 

Pasall 33l Ayatl (2)l Undang-Undangl Nomorl 25l Tahunl 2007l tentangl 

Penanamanl Modal,l dijelaskanl apabilal diketahuil adanyal perjanjianl 

dan/ataul pernyataanl sebagaimanal dimaksudl padal ayatl (1)l tersebut,l makal 

akanl dinyatakanl batall demil hukum.l Secaral yuridisl hall inil menunjukkanl 

perjanjianl dianggapl tidakl pernahl lahirl danl tidakl pernahl terjadil sebuahl 

perikatan.48
l Nomineel ialahl salahl satul perjanjianl tidakl bernamal 

(innominaat)l dalaml praktikl hukuml perjanjianl dil Indonesia,l yangl manal 

tidakl dikenall dalaml KUHPerdata,l namunl tumbuhl danl berkembangl dalaml 

masyarakat.  

C. Tinjauanl Umuml Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner) 

1. Sejarahl danl Perkembanganl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner) 

Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner)l dalaml Sejarahl Hukuml 

Internasionall pertamal kalil dikenalkanl padal tahunl 1966l dalaml protokoll 

perjanjianl penghindaranl pajakl bergandal (P3B)l yaitul antaral Inggrisl danl 

Amerikal Serikat,l dimanal diaturl mengenail Beneficiall Owner,l Agen,l danl 

Nomineel dikenakanl ketentuanl pajakl dil Inggris,l namunl untukl penerimal 

manfaatl selainl agenl danl nomineel dikenakanl aturanl taxl treatyl (perjanjianl 

 
48

l Astuti,l N.l K.l (2016).l Analisal Yuridisl Tentangl Perjanjianl Dinyatakanl Batall Demil Hukum.l 

to-ra,l 2(1),l 279-286. 
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pajak).l Istilahl kepemilikanl yangl menguntungkanl untukl pertamal kalinyal 

dikenalkanl dil Inggris.49 

Terkaitl istilahl Beneficiall Ownerl (BO)l berasall daril istilahl dalaml sisteml 

hukuml Commonl Law.l Dalaml Commonl Law,l terdapatl dual bentukl 

kepemilikanl atasl properti,l yaitul secaral Legall danl Beneficial.l Pertamal 

kepemilikanl secaral Legall yaitul ketikal kepemilikanl tersebutl dapatl 

dipindahkan,l dicatat,l didaftarkanl atasl namal pihakl tertentu.l Dilainl itul 

kedual dapatl melaluil bentukl Beneficiall Ownerl (BO),l dimanal cenderungl 

lebihl menggambarkanl jenisl kepemilikanl daril suatul pihakl yangl berhakl atasl 

penggunaanl danl manfaatl daril propertil meskipunl pihakl tersebutl tidakl 

memilikil kepemilikanl secaral sahl ataul legal.50
l Dalaml Commonl Law,l 

terminologil kepemilikanl terbagil menjadil dua,l yaitul kepemilikanl secaral 

hukuml (Legall Ownership)l danl kepemilikanl secaral factuall (Beneficiall 

Ownership).l Commonl lawl menjelaskanl bahwal definisil Beneficiall Ownerl 

adalahl pihakl yangl memenuhil kriterial tertentul sebagail pemilikl tanpal 

adanyal keharusanl pengakuanl kepemilikanl daril sudutl pandangl hukum.l 

Dimanal seseorangl yangl secaral hukuml sebagail pemilikl hartal (Legall 

Owner)l tetapil secaral substansil pemilikl hartal tersebutl adalahl orangl lainl 

karenal orangl lainl yangl menggunakanl danl menikmatil hartal tersebutl besertal 

 
49

l Thel Worldl Bankl –l UNODC,l “Thel Puppetl Masters:l Howl tol Corruptl Usel Legall Structuresl tol 

Hidel Stolenl Assetsl andl Whatl tol Dol Aboutl It”,l Thel Worldl Bankl –l UNODC,l 2011,l hlm.18.  
50

l Anthonyl Tionol &l R.l Arjal Sadjiarto,l Penentuanl beneficiall ownerl untukl mencegahl 

penyalahgunaanl perjanjianl penghindaranl pajakl berganda,(Surabaya:l Universitasl Kristenl Petra,l 

2013)l hall 3. 
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hasilnyal yangl biasal disebutl pemilikl manfaat.l Sehinggal dapatl dijelaskanl 

bahwal orangl yangl memilikil hartal secaral hukuml beluml tentul sebagail 

pemilikl hartal yangl sebenarnyal (thel reall ownerl ofl asset)l danl penerimal 

penghasilanl yangl sebenarnyal daril adanyal hartal tersebutl (thel beneficiall 

ownerl ofl income).51 

Sedangkanl dil Indonesial sendiri,l istilahl Beneficiall Ownerl (BO)l 

pertamal kalil mulail dikenall dalaml ketentuanl Pasarl Modall danl Perpajakan.l 

Pertamal melaluil Suratl Edaranl Direkturl Jendrall Pajakl SE-04/PJ.34/2005l 

tentangl petunjukl penetapanl kriterial “Beneficiall Owner“l sebagaimanal 

tercantuml dalaml persetujuanl penghindaranl pajakl bergandal antaral 

Indonesial denganl negaral lainnya.l Olehl karenannyal Direktoratl Jenderall 

Pajakl memandangl perlul untukl memberikanl penjelasanl gunal menciptakanl 

kepastianl hukuml mengenail pengertianl danl kriterial tentangl "Beneficiall 

Owner"l sebagail berikut:l “Beneficiall Owner"l adalahl pemilikl yangl 

sebenarnyal daril penghasilanl berupal Dividen,l Bungal danl ataul Royaltil baikl 

Wajibl Pajakl Peroranganl maupunl Wajibl Pajakl Badan,l yangl berhakl 

sepenuhnyal untukl menikmatil secaral langsungl manfaatl penghasilan-

penghasilanl tersebut.l Kedual melaluil Badanl Pengawasl Pasarl Modall 

(BAPEPAM)l dalaml Keputusanl Ketual Badanl Pengawasl Pasarl Modall 

Nomorl Kep-l 48/Pm/1997l Tentangl Rekeningl Efekl Padal Kustodian,l pernahl 

 
51

l Hutagaol,Darusalam,l Septriadi,l Kapital Selektal Perpajakan,l (Jakarta:l Salembal Empat,l 

2007)l hlm.l 94. 
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memberikanl definisil Beneficiall Ownerl atasl efekl adalahl hakl pemegangl 

rekeningl efekl atasl manfaatl tertentul berkaitanl denganl efekl yangl dicatatl 

dalaml penitipanl kolektifl dalaml rekeningl efekl padal perusahaanl efek,l bankl 

kustodianl ataul lembagal penyimpananl danl penyelesaian,l yangl timbull daril 

kontrakl rekeningl efekl antaral pemegangl rekeningl danl kustodianl tersebut,l 

Undang-Undangl Nomorl 8l Tahunl 1995l tentangl Pasarl Modall danl peraturanl 

pelaksanaannyal termasukl peraturanl ini.l Danl tahunl 2011l tugasl danl fungsil 

Bapepaml pindahl kel Otoritasl Jasal Keuangan,l padal tahunl 2014l OJKl 

mengeluarkanl Peraturanl Otoritasl Jasal Keuanganl Nomorl 22/l Pojk.04l /l 

2014l Tentangl Prinsipl Mengenall Nasabahl Olehl Penyedial Jasal Keuanganl dil 

Sektorl Pasarl Modall yangl memberikanl definisil Beneficiall Ownerl padal 

pasall 1l ayatl (10).l Beneficiall Ownerl jugal dijelaskanl dalaml pasall 1l angkal 20l 

Peraturanl Otoritasl Jasal Keuanganl (OJK)l Nomorl 12l /pojk.01/2017l 

Tentangl Penerapanl Programl Antil Pencucianl Uangl danl Pencegahanl 

Pendanaanl Terorismel dil Sektorl Jasal Keuangan.l Dil tahunl 2018l Presidenl 

mengeluarkanl Perpresl No.l 13l Tahunl 2018l Tentangl Penerapanl Prinsip.l 

Mengenalil Pemilikl Manfaatl Daril Korporasil Dalaml Rangkal Pencegahanl 

Danl Pemberantasanl Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl Danl Tindakl Pidanal 

Pendanaanl Terorisme,l dalaml pasall 1l angkal 2l menjelaskanl definisil 

Beneficiall Ownerl ataul pemilikl manfaat.   

Dalaml perkembangannyal dil Indonesial penerapanl konsepl strukturl 

kepemilikanl sahaml secaral Beneficiall Ownerl telahl dilarangl dil Indonesial 
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sejakl adanyal Undang-Undangl No.l 25l Tahunl 2007l Tentangl Penanamanl 

Modall dalaml Pasall 33l ayatl (1)l danl (2)l dijelaskanl bahwal penanaml modall 

dalaml negeril danl penanamanl modall asingl yangl melakukanl penanamanl 

modall dalaml bentukl perseoranl terbatasl dilarangl membuatl perjanjianl 

dan/ataul pernyataanl yangl menegaskanl bahwal kepemilikanl sahaml dalaml 

perseroanl terbatasl untukl danl atasl namal orangl lain.l Jikal adal perjanjianl 

semacaml itu,l makal perjanjianl tersebutl dinyatakanl batall demil hukum.l 

Undang-Undangl inil telahl melarangl kepemilikanl secaral Beneficiall Ownerl 

terhadapl penanamanl modall secaral langsungl (Directl Investment)l 

sedangkanl penanamanl modall secaral Portofoliol Investmentl dalaml bursal 

efekl tidakl adal peraturanl perundang-undanganl yangl melarangl adanyal 

Beneficiall Owner,l apabilal adal (Beneficiall Owner)l makal harusl dinyatakanl 

adanyal kepemilikanl secaral Beneficiall Owner,l tidakl dirahasiakanl ataul 

terbuka. 

Dewasal kini,l konsepl Beneficiall Ownerl telahl semakinl berkembangl 

denganl keterlibatannyal dalaml hall praktikl tindakl pidanal pencucianl uangl 

danl tindakl pidanal pendanaanl terorisme.l Peraturanl Presidenl No.l 13l Tahunl 

2018l Tentangl penerapanl Prinsipl Mengenalil Pemilikl Manfaatl Daril 

Korporasil dalaml rangkal Pencegahanl danl Pemberantasanl Tindakl Pidanal 

Pencucianl Uangl danl Tindakl Pidanal Pendanaanl Terorisme,l yangl manal 

peraturanl inil mengaturl secaral khususl mengaturl mengenail kewajibanl 

penetapanl danl transparansil datal Beneficiall Owner.l sejakl dikeluarkannyal 
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aturanl olehl Perpresl Nol 13l Tahunl 2018l mengenail caral penerapanl prinsipl 

untukl mengenalil pemilikl manfaatl daril perusahaanl ataul korporasil yaitul 

dalaml rangkal untukl pencegahanl danl pemberantasanl kasusl pidanal moneyl 

launderingl danl pidanal pendanaanl kepadal terorismel inil adalahl salahl satul 

aturanl bagil paral pemilikl manfaatl daril suatul Perseroanl Terbatasl (PT).52
l 

Dalaml Perpresl No.l 13l Tahunl 2018l memberikanl berbagail kriterial Pemilikl 

Manfaatl yangl tergantungl berdasarkanl padal jenisl korporasinya.l Misalnyal 

untukl Perseroanl Terbatas,l Pemilikl Manfaatl adalahl yangl memilikil sahaml 

lebihl daril 25%l sebagaimanal tercantuml dalaml anggaranl dasar,l ataul yangl 

memilikil hakl suaral lebihl daril 25%,l ataupunl yangl memilikil kewenanganl 

untukl mengangkat,l menggantikan,l ataul memberhentikanl anggotal direksil 

danl anggotal dewanl komisaris. 

2. Prinsipl Mengenalil Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner) 

Pemilikl manfaatl merupakanl orangl (naturall person)l yangl sejatinyal 

mendapatkanl perolehanl manfaatl daril kepemilikanl efekl yangl 

menguntungkan,l danl ataul memilikil kekuatanl untukl mengendalikanl ataul 

mempengaruhil terhadapl hakl suaral yangl melekatl padal sahaml yangl 

dimiliki. 

Transparansil ataul prinsipl keterbukaanl dalaml pemilikl manfaatl 

menjadil salahl satul hall ihwall yangl dinilail pentingl padal perusahaanl gunal 

 
52

l Jl H.l Dicky,l Sejarahl Pertanggungjawabanl Pidanal Beneficiall Ownerl Dil Indonesia,l Vol.l 4,l 

No.l 4,l Novemberl 2020. 



43 

 

mewujudkanl tatal kelolal sebuahl perusahaanl yangl baik,l prinsipl inil 

mewajibkanl keberadaanl suatul informasil yangl terbuka,l jelas,l tepat,l danl 

dapatl diperbandingkanl sepanjangl menyangkutl denganl keadaanl 

keuangan,l pengelolaan,l danl kepemilikanl sahaml dalaml suatul perseroanl 

terbatasl tersebut.53 

Dalaml UUl Pasarl Modall memberikanl definisil tentangl prinsipl 

keterbukaanl dalaml Pasall 1l Angkal 25,l yaitul prinsipl keterbukaanl 

merupakanl pedomanl umuml yangl mensyaratkanl emiten,l perusahaanl 

publikl danl pihakl lainl yangl tundukl padal undang-undangl inil untukl 

menginformasikanl kepadal masyarakatl dalaml waktul yangl tepatl seluruhl 

informasil materiall mengenail usahanyal ataul efeknyal yangl dapatl 

berpengaruhl terhadapl keputusanl pemodall terhadapl efekl dimaksudl danl 

ataul hargal daril efekl tersebut.l  

Padal UUl Penanamanl Modall terdapatl beberapal pasall yangl 

menyinggungl mengenail prinsipl keterbukaan,l yaitu: 

a. Pasall 3l ayatl (1)l hurufl bl yangl mencantumkanl prinsipl keterbukaanl 

sebagail salahl satul asasl dalaml penyelenggaraanl penanamanl modall dil 

Indonesia. 

 
53

l Foruml forl Corporatel Governancel inl Indonesial (FCGI),l Perananl Dewanl Komisarisl danl 

Komitel Auditl dalaml Pelaksanaanl Corporatel Governancel (Tatal Kelolal Perusahaan),l Seril Tatal Kelolal 

Perusahaanl (Corporatel Governance)l Jilidl II,l Edisil Ke-2,l Hlm.l 1. 
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b. Pasall 15l yangl menetapkanl kewajibanl penanaml modall melaksanakanl 

prinsipl tatal kelolal perusahaanl yangl baikl danl membuatl laporanl 

kegiatanl penanamanl modal. 

Asasl keterbukaanl dalaml Pasall 3l ayatl (1)l bl UUl Penanamanl Modall 

diartikanl sebagail asasl yangl terbukal terhadapl hakl masyarakatl untukl 

memperolehl informasil yangl benar,l jujurl danl tidakl diskriminatifl tentangl 

kegiatanl investasil ataul tanaml modal.l Dalaml undang-undangl ini,l 

menggunakanl kriterial benar,l jujurl danl tidakl diskriminatifl tanpal 

menyebutkanl adanyal kategoril informasil materiall sepertil yangl diaturl 

dalaml UUl Pasarl Modal.l  

Prinsipl keterbukaanl jugal disinggungl dalaml Undang-Undangl Nomorl 

19l Tahunl 2003l tentangl Badanl Usahal Milikl Negaral (yangl selanjutnyal 

disebutl denganl UUl BUMN).l Pasall 5l ayatl (3)l UUl BUMNl menjelaskanl 

bahwal “Dalaml melaksanakanl tugasnya,l anggotal direksil harusl mematuhil 

anggaranl dasarl BUMNl danl peraturanl perundang-undanganl sertal wajibl 

melaksanakanl prinsip-prinsipl profesionalisme,l efisiensi,l transparansi,l 

kemandirian,l akuntabilitas,l pertanggungjawaban,l sertal kewajaran”.l 

Dalaml uraianl UUl BUMN,l transparansil berartil keterbukaanl dalaml prosesl 

pengambilanl keputusanl danl keterbukaanl dalaml pengungkapanl informasil 



45 

 

materiall yangl relevanl tentangl perusahaan.l Namun,l metodel BUMNl tidakl 

merincil artil daril informasil materiall tersebut.54 

Unsurl transparansil l perseroanl terbatasl inil berlakul bagil pemegangl 

saham,l termasukl pemegangl sahaml minoritas,l danl pemangkul kepentinganl 

(stakeholder)l lainnyal yangl perlul menerimal informasil yangl tepat,l akurat,l 

danl tepatl waktul tentangl l perusahaanl danl statusl pemegangl sahamnya.55
l 

Mekanismel transparansil yangl didukungl olehl sisteml informasil hukuml 

yangl baikl dapatl sangatl membantul membangunl kepercayaanl masyarakatl 

terhadapl hukum.l Apalagil dalaml kasusl Indonesia,l penerapanl prinsipl 

keterbukaanl membantul membangunl kepercayaanl investorl yangl 

menanamkanl modalnyal dil wilayahl Negaral Kesatuanl Republikl Indonesia. 

Selainl itul juga,l penerapanl keterbukaanl sangatl pentingl untukl 

mencegahl terjadinyal penipuanl (fraud).l Hall inil menghindaril adanyal 

manipulasil keuanganl dalaml perusahaanl yangl dilakukanl dalaml rangkal 

penghindaranl pajakl olehl perusahaanl maupunl pemegangl saham/investorl 

dil suatul perusahaan.l Denganl pemberianl informasil berdasarkanl prinsipl 

keterbukaanl ini,l makal dapatl diantisipasil terjadinyal kemungkinanl 

 
54

l Serena,l A.l (2019).l Tinjauanl Yuridisl Terhadapl Keterbukaanl Pemilikl Manfaatl dalaml 

Perseroanl Terbatasl Berdasarkanl Peraturanl Presidenl Nomorl 13l Tahunl 2018.l Hlm.l 76. 
55

l Ibid.l hlm.l 76. 
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pemegangl saham,l investorl ataul pemangkul kepentinganl tidakl memperolehl 

informasil ataul faktal materiall yangl ada.56 

Standarl keterbukaanl informasil dalaml perseroanl terbatasl adalahl 

mentransformasikanl danl mempercepatl mitosl layananl berbasisl informasil 

menjadil prinsipl keterbukaanl perusahaan.l Sebuahl doktrinl umuml informasil 

yangl berasall daril dunial pasarl modall mengajarkanl bahwal kriterial utamal 

keterbukaanl informasil adalahl bahwal informasil yangl tersedial jelasl danl 

dapatl dibacal sertal dimengertil olehl masyarakatl umum.l Olehl karenal itu,l 

transparansil ataul keterbukaanl merupakanl suatul keharusanl danl merupakanl 

tantanganl terbesarl bagil bisnisl dalaml praktikl korporasil modern.57 

Keterbukaanl pemilikl manfaatl yangl baik,l makal akanl dapatl mengurangil 

dampakl TPPU.l Selamal inil perseroanl terbatasl seringl dijadikanl tempatl 

untukl menyembunyikanl danl menyamarkanl hasil-hasill kejahatan.l Paral 

pelakul TPPUl banyakl yangl menunjukl nomineel menjadil pemegangl sahaml 

dalaml perseroanl terbatasl untukl meleburkanl menjadil satu,l uangl haraml 

denganl uangl yangl sah.l Selainl denganl menunjukl nomineel untukl menjadil 

pemegangl sahaml yangl dapatl mewakilinyal dalaml perseroanl terbatas,l tidakl 

jarangl beneficiall ownerl jugal sengajal mendirikanl perseroanl terbatasl yangl 

 
56

l Bismarl Nasution,l Prinsipl Keterbukaanl dalaml Goodl Corporatel Governance,l Jurnall Hukuml 

Bisnis,l Vol.l 22l No.l 6,l 2003,l hlm.l 6 
57

l Munirl Fuady,l Pasarl Modall Modern:l Tinjauanl Hukum,l (Bandung:l Citral Adityal Bakti,l 

1996),l hlm.l 60. 
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didirikanl untukl melakukanl pencucianl uangl danl menggunakanl danal dalaml 

skalal besarl sebagail modall pendirianl perseroanl terbatasl yangl baru. 

D. Tinjauanl Umuml Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl Dalaml Hukuml Positif 

Istilahl Pencucianl Uangl semulanyal berasall daril bahasal Inggris,l yaitul 

“moneyl laundering”.l Sejatinyal tidakl adal definisil universall danl 

komprehensifl yangl mengartikanl maksudl “moneyl laundering”l itul sendiri,l 

baikl negara-negaral majul maupunl negara-negaral berkembangl sepertil 

Indonesia,l masing-masingl memilikil definisinyal tersendiril yangl 

didasarkanl padal prioritasl danl sudutl pandangl yangl berbedal disetiapl negara.l 

Namunl dil Indonesia,l kalanganl ahlil hukuml telahl menyepakatil denganl 

mengartikanl moneyl launderingl sebagail pencucianl uang.  

Pencucianl uangl ialahl suatul prosesl ataul perbuatanl yangl tujuannyal tidakl 

lainl daril menyembunyikanl danl menyamarkanl asal-usull uangl ataul hartal 

kekayaanl yangl mulanyal diperolehl daril kegiatanl tindakl pidanal yangl 

kemudianl mensiasatil dirubahl menjadil hartal kekayaanl yangl seolah-olahl 

berasall daril kegiatanl yangl sah.58
l Sudahl sewajarnyal pelakul tindakl pidanal 

mengupayakanl secaral maksimall untukl menyembunyikanl danl 

menyamarkanl asal-usull hartal kekayaanl yangl menjadil hasill bagianl daril 

kegiatanl tindakl pidanal melaluil berbagail caral agarl hasill hartal kekayannyal 

sulitl untukl ditelusuril olehl aparatl penegakl hukuml sehinggal nantinyal pelakul 

 
58

l Sutedi,l Adrian.l 2008.l Tindakl Pidanal Pencucianl Uang.l Bandung:l PTl Citral Adityal Bakti. 
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lebihl leluasal untukl menggunakanl danl ataul memanfaatkanl hartal kekayaanl 

yangl diperolehl tersebut.59 

Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl merupakanl tindakl pidanal yangl dapatl 

dikatakanl multidimensil danl bersifatl kejahatanl transnasionall 

(transnationall crime)l yangl acapkalil melibatkanl jumlahl uangl yangl tidakl 

sedikit.l Sehinggal dampakl yangl ditimbulkanl olehl tindakl pidanal pencucianl 

uangl cenderungl dapatl menggangul stabilitasl sisteml keuanganl danl sisteml 

perekonomianl negara.l Mengingatl moneyl launderingl ialahl kejahatanl 

transnasionall (transnationall crime)l yangl modusnyal banyakl dilakukanl 

denganl melintasil batas-batasl negaral (crossl border),l denganl demikianl 

dampaknyal dapatl pulal berakibatl negatifl terhadapl stabilitasl sisteml 

keuanganl danl perekonomianl dunia.60 

Padal perkembangannyal praktikl tindakl pidanal pencucianl uangl banyakl 

ditemukanl sebagail fenomenl globall yangl dalaml penanganannyal tidakl 

sedikitl melibatkanl kerjasamal internasional,l akanl tetapil pelakul tindakl 

pidanal pencucianl uangl acapkalil menemukanl caral danl sarananyal tersendiril 

untukl lolosl daril jeratl hukuml sehinggal hall inil menerangkanl bahwal tindakl 

pidanal akanl selalul tumbuhl danl berkembang.l Danl kinil caral danl teknikl yangl 

digunakanl dalaml praktikl tindakl pidanal pencucianl uangl sangatlahl 

 
59https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-

pencucian-uang,l diaksesl padal 17l Septemberl 2021l pukull 03.35.  
60

l Sjahdeini,l Sutanl Remy.l 2007.l Selukl Belukl Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl danl 

Pembiayaanl Terorisme.l Jakarta:l PTl Pustakal Utamal Grafiti.  

https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang
https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang
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beragam,l yangl antaral lainl diterapkanl olehl pelakul tindakl pidanal pencucianl 

uangl padal sektorl perbankanl danl non-perbankanl denganl memanfaatkanl 

fasilitatorl profesional,l pendirianl perusahaanl danl ataul perusahaanl 

cangkangl (shelll company),l investasil dibidangl reall estate,l pembelianl 

produkl asuransil danl perusahaanl sekuritas,l sertal penyalahgunaanl 

corporatel vehicle.61 

Pencucianl uangl umumnyal dilakukanl melaluil 3l (tiga)l tahapl yaitul 

penempatanl (placement),l transferl (layering)l danl menggunakanl hartal 

kekayaanl (intergration).l  

1. Penempatanl (placement) 

Sebuahl upayal menempatkanl uangl tunail yangl semulal berasall daril 

adanyal praktikl tindakl pidanal kel dalaml sisteml keuanganl (financiall 

system)l ataul upayal menempatkanl uangl girall (cheque,l wesell bank,l 

sertifikat,l deposito,l danl sejenisnya)l kembalil kel dalaml sisteml 

keuanganl (jasal keuangan),l terutamal dalaml sisteml perbankan.62 

2. Transferl (layering) 

Sebuahl upayal untukl mentransferl hartal kekayaaanl yangl semulal berasall 

daril adanyal praktikl tindakl pidanal (dirtyl money)l yangl telahl sengajal 

 
61

l Ibid.l hlm.l 128-138. 
62

l Sutanl Remyl Sjahdeini,l Selukl Belukl Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl danl Pembiayaanl 

Terorismel (Jakarta:l PTl Pustakal Utamal Grafiti,l 2004),l 35.  
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berhasill ditempatkanl padal jasal keuanganl (termasukl bank)l sebagail 

hasill upayal penempatanl (placement)l kepadal penyedial jasal yangl lain.l 

Melaluil layering,l akanl berpotensil membuatl sulitl bagil penegakl hukuml 

untukl dapatl mengetahuil danl menelusuril asall usull hartal kekayaanl 

tersebut.63 

3. Menggunakanl Hartal Kekayaanl (integration) 

Beranjakl padal tahapl akhirl daril prosesl pencucianl uangl adalahl 

integrationl (hartal ataul uangl ilegal)l yaitul sebuahl upayal menggunakanl 

hartal kekayaanl yangl telahl tampakl sahl secaral hukum,l baikl dinikmatil 

langsung,l dil investasikanl kel dalaml berbagail bentukl kekayaanl materiall 

maupunl keuangan,l untukl mendanail praktikl kegiatanl bisnisl yangl sah,l 

danl ataul bahkanl untukl membiayail kembalil kegiatanl tindakl pidana.64 

Bagil paral pelakul tindakl pidanal pencucianl uangl tidakl terlalul banyakl 

mempertimbangkanl hasill yangl akanl diperolehl danl besarnyal pembiayaanl 

yangl harusl dikeluarkan.l Karenal mengingatl tujuanl utamanyal ialahl untukl 

menyamarkanl ataul menghilangkanl asall usull uangl tersebut,l sehinggal hasill 

akhirnyal dapatl dinikmatil ataul digunakanl secaral amanl danl tentunyal terlihatl 

sah.65 

 
63

l Ibid. 
64

l Azizl Syamsuddin,l Tindakl Pidanal Khusus,l 21. 
65

l Yusupl Saprudin,l Moneyl Launderingl (Kasusl L/Cl Fiktifl BNIl 1946)l (Jakarta:l Pensil-324,l 

2006),l 17. 
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E. Tinjauanl Umuml Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl Dalaml Prespektifl 

Pidanal Islam  

Sisteml hukuml pidanal Islaml mengklasifikasikanl adanyal praktikl tindakl 

pidanal pencucianl uangl kedalaml Jarimahl Ta’zirl ataupunl Fiqhl Jinayatl yangl 

merupakanl bagianl daril Syari’atl Islaml yangl berlakul semenjakl diutusnyal 

Rasulullahl SAW.66
l Sekalipunl padal dasarnyal pencucianl Uangl dalaml hukuml 

Islaml tidakl dijelaskanl secaral tekstuall dalaml al-Qur’anl maupunl as-Sunnah,l 

tetapil al-Qur’anl mengungkapl prinsip-prinsipl umuml untukl mengantisipasil 

perkembanganl zaman,l dimanal dalaml kasus-kasusl yangl barul dapatl diberikanl 

statusl hukumnya,l pengelompokanl jarimah-nya,l danl sanksil yangl akanl 

diberikan.l Dalaml hall inil Islaml sangatl memperhatikanl adanyal kejelasanl dalaml 

perolehanl hartal bendal seseorang.67
l  

Hukuml Islaml secaral detaill memangl tidakl pernahl menyebutkanl 

pelaranganl perbuatanl pencucianl uang,l karenal memangl istilahl inil beluml adal 

padal zamanl Nabi.l Akanl tetapil secaral umum,l ajaranl Islaml telahl 

mengharamkanl mencaril rejekil denganl cara-caral yangl bathill danl penguasaanl 

yangl bukanl hakl miliknya,l sepertil perampokan,l pencurian,l ataul pembunuhanl 

yangl adal korbannyal danl menimbulkanl kerugianl bagil orangl lainl ataul korbanl itul 

 
66

l Suleaman,l A.l (2018).l Analisisl Yuridisl Perbandinganl Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl 

Menurutl Hukuml Pidanal Positifl Denganl Hukuml Pidanal Islaml (Doctorall dissertation,l Universitasl 

Islaml Riau). 
67

l Geno,l A.l (2019).l Tindakl Pidanal Kejahatanl Pencucianl Uangl (Moneyl Laundering)l dalaml 

Pandanganl KUHPl danl Hukuml Pidanal Islam.l TAWAZUN:l Journall ofl Sharial Economicl Law,l 2(1),l 1-

18. 
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sendiri.l Namun,l berangkatl daril kenyataanl yangl meresahkan,l membahayakan,l 

danl merusak,l makal hukuml pidanal Islaml perlul membahasnya,l bahwal 

kejahatanl inil bisal diklasifikasikanl sebagail jarimahl ta’zir.68 

Secaral ringkasl dapatl dil jelaskanl bahwal jarimahl ta’zirl adalahl hukumanl 

yangl beluml ditetapkanl olehl syara’l akanl tetapil diserahkanl kepadal hakim,l baikl 

penentuanl maupunl pelaksanaannya.l Dalaml menentukanl hukumanl ta’zir,l 

hakiml hanyal menetapkanl secaral umum,l artinyal pembuatl undang-undangl 

tidakl menetapkanl hukumanl untukl masing-masingl jarimahl ta’zir,l melainkanl 

hanyal menetapkanl sekumpulanl hukuman,l daril yangl seringan-ringannyal 

sampail seberat-seberatnya.l Pengertianl ta’zirl jugal dapatl dipahamil sebagail 

perbuatan-perbuatanl maksiatl yangl tidakl dikenakanl hukumanl hadl ataul 

kaffarat,l bentukl hukumannyal diserahkanl sepenuhnyal kepadal penguasal ataul 

hakim.l Hukumanl dalaml jarimahl ta’zirl tidakl ditentukanl berapal ukuranl danl 

kadarnya,l artinyal untukl menentukanl batasl terendahl danl tertinggil diserahkanl 

sepenuhnyal kepadal hakiml (penguasa).l Denganl demikian,l syariahl 

mendelegasikanl kepadal hakiml untukl menentukanl bentuk-bentukl danl 

hukumanl kepadal pelakul jarimah. 

Dasarl hukuml disyariatkannyal tindakl pidanal pencucianl uangl dalaml 

sisteml hukuml pidanal Islaml ataul dikenall denganl Jarimahl Ta’zirl terdapatl 

 
68

l Sumadi,l Telaahl Kasusl Pencucianl Uangl Dalaml Tinjauanl Sisteml Ekonomil Syari’ah,l Jurnall 

Ilmiahl Ekonomil Islam,l 3(03),l 2017.l http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie. 
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dalaml beberapal Haditsl Nabil SAW,l danl sikapl paral sahabatnya.l Hadits-haditsl 

tersebut,l sebagail berikul besertal penjelasannyat: 

1. Pertama,l daril Bahzl binl Hakiml daril ayahnyal daril kakeknyal bahwal Nabil 

SAW,l pernahl menahanl seseorangl karenal disangkal melakukanl kejahatan.l 

(HR.l Abul Dawud,l Al-Tirmidzi,l Al-Nasa’i,l danl Al-Baihaqi.l Disahkanl olehl 

Hakim).69
l Menjelaskanl tentangl Tindakanl Nabil SAW,l yangl menahanl 

tersangkal pelakul tindakl pidanal untukl memudahkanl prosesl penyelidikan,l 

apabilal tidakl ditahanl dikhawatirkanl melarikanl diri,l menghilangkanl 

barangl bukti,l ataul mengulangil perbuatanl tindakl pidana.  

2. Kedua,l daril Abil Burdahl Al-Ansharil bahwal ial mendengarl Rasulullahl 

SAW,l bersabda:l “Tidakl bolehl dicambukl lebihl daril sepuluhl kali,l kecualil dil 

dalaml hukumanl yangl telahl ditentukanl olehl Allahl SWT.l (HR.l 

Muttafaq’Alaih).l Menjelaskanl tentangl batasl hukumanl Ta’zirl yangl tidakl 

bolehl lebihl daril sepuluhl kalil cambukanl untukl membedakannyal denganl 

Hudud.l Melaluil batasanl hukumanl inil dapatl diketahuil manal yangl 

dikategorikanl jarimahl Hududl danl manal yangl kategoril jarimahl Ta’zir. 

3. Ketiga,l daril Aisyahl ra,l bahwal Nabil SAWl bersaba:l “Ringankalahl hukumanl 

bagil orang-orangl yangl tidakl pernahl melakukanl kejahatanl atasl perbuatanl 

mereka,l kecualil dalaml jarimah-jarimahl hudud.l (HR.l Ahmad,l Abul 

 
69

l M.l Nurull Irfanl danl Masyarofah,l Fiqhl Jinayah,l Jakarta:l Amza,l Cet,l Pertama,l Maret,l 2013.l 

Hall 140. 
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Dawud,l Al-Nasa’I,l danl Al-Baihaqi).70
l Menjelaskanl tentangl teknisl 

pelaksaanl hukumanl Ta’zirl yangl dapatl berbeda-bedal penerapannya,l 

tergantungl statusl pelakul danl hall lainnya.l  

Adapunl Tindakanl sahabatl yangl dapatl dijadikanl dasarl hukuml untukl Hududl danl 

Ta’zir,l antaral lainl Tindakanl Umarl binl Al-Khattabl ketikal melihatl seseorangl 

yangl menelantarkanl seekorl kambingl untukl disembelih.l Setelahl ditelantarkan,l 

ial barul mengasahl pisau.l Umarl mencambukl orangl itul danl berkatal “asahlahl dulul 

pisaul itu”.71  

 
70

l Ibid.l hlm.l 141. 
71

l Ibid.l hlm.l 142. 
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BABl III 

PEMBAHASAN 

C. Pengaturanl Kedudukanl danl Tanggungl Jawabl Pemilikl Manfaatl 

(Beneficiall Owner)l dalaml Perseroanl Terbatas 

Teoril kepastianl hukuml menjadil sebuahl ketetapanl hukuml yangl wajibl 

adal keberadaanyal untukl memberikanl kepastianl hukum,l karenal bersifatl adill 

danl dilaksanakanl secaral pastil hukuml dapatl menjalankanl fungsinya.l Lahirnyal 

kepastianl hukuml dalaml peraturanl perundang-undanganl dil Indonesia,l 

diperlukanl persyaratanl yangl berkenaanl denganl strukturl internall daril normal 

hukum.l Berikutl adanyal keharusanl syaratl internall tersebut: 

1. Kejelasanl konsepl yangl digunakan.  

Normal hukuml berisil deskripsil mengenail perilakul tertentul yangl 

kemudianl disatukanl kedalaml konsepl tertentul pula.  

2. Kejelasanl hirarkil kewenanganl daril lembagal pembentukl peraturanl 

perundang-undangan.  

Kejelasanl hirarkil inil pentingl karenal menyangkutl sahl ataul tidakl danl 

mengikatl ataul tidaknyal peraturanl perundang-undanganl yangl dibuatnya.l 

Kejelasanl hirarkil akanl memberikanl arahanl kepadal pembentukl hukuml 

yangl mempunyail kewenanganl untukl membentukl suatul peraturanl 

perundang-undanganl tertentu.l  

3. Konsistensil normal hukuml perundang-undangan.   

Ketentuan-ketentuanl daril sejumlahl peraturanl perundang-undanganl 

yangl terkaitl denganl satul subjekl tertentu,l tidakl salingl bertentanganl antaral 

satul denganl yangl lain.72 

 

 
72

l Fernandol Ml Manulang,l 2007,Hukuml Dalaml Kepastian,l Prakarsa,l Bandung,l hlm.l 95. 
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Berdasarkanl uraianl diatasl penulisl dapatl simpulkan,l denganl demikianl 

maksudl kepastianl bisal mengandungl beberapal artil yaitu,l adanyal kejelasan,l 

tidakl menimbulkanl multitafsir,l tidakl menimbulkanl kontradiktif,l danl bisal 

dilaksanakan.l Hukuml diwajibkanl berlakul mengikatl danl tegasl dil masyarakat,l 

mengandungl keterbukaan,l sehinggal siapapunl dapatl mudahl memaknail maknal 

atasl sebuahl ketentuanl hukuml yangl berlaku. 

Kehadiranl Perseroanl Terbatasl (PT)l menjadil salahl satul saranal kegiatanl 

ekonomil bagil pelakul usahal dil Indonesia.l Danl sebagail salahl satul bentukl 

korporasi,l Perseroanl Terbatasl yangl dalaml bahasal Inggrisl disebutl denganl 

Limitedl (Ltd.)l Company/Limitedl (Ltd.)l Corporation,l ataul dalaml bahasal 

Belandal disebutl Naamloozel Vennootschap,l merupakanl bentukl badanl hukuml 

yangl dinilail palingl diminatil sebagail tempatl berinvestasil bagil investor,l danl 

dianggapl mudahl dalaml hall menghimpunl modall usaha.l Pengaturanl terkaitl itul 

diaturl dalaml Kitabl Undang-Undangl Hukuml Dagangl (KUHD),l Bagianl IIIl daril 

Bukul Il daril Pasall 36l sampail Pasall 56l tentangl Perseroanl Terbatas. 

Hall inil kemudianl disikapil olehl pemerintahl melaluil penerbitanl 

Undang-Undangl No.l 1l Tahunl 1995l tentangl Perseroanl Terbatasl sebagaimanal 

telahl diubahl melaluil Undang-Undangl No.l 40l Tahunl 2007,l yangl menyebutkanl 

bahwal “Perseroanl Terbatas”l adalahl badanl hukuml yangl merupakanl 

persekutuanl modal,l didirikanl berdasarkanl perjanjian,l melakukanl kegiatanl 

usahal denganl modall dasarl yangl seluruhnyal terbagil dalaml sahaml danl 
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memenuhil persyaratanl yangl ditetapkanl dalaml undang-undangl inil sertal 

peraturanl pelaksanaannya”.73 

Permasalahanl yangl adal dalaml praktekl penyelenggaranl dalaml 

Undang-Undangl perseroanl terbatasl adalahl adanyal persoalanl mengenail 

keberadaanl pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l yangl acapkalil berpotensil 

merugikanl karenal ketidakjelasanl pengaturanl danl landasanl terkaitl yangl 

melandasil pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l tersebut.l Karenannyal Undang-

Undangl PTl dalaml praktiknyal beluml mampul mengakomodirl atasl persoalanl 

yangl timbull dil lapanganl sebagail masalah.l  

Kemudianl beranjakl padal persoalanl yangl menujul kepadal atasl 

konsekuensil akibatl daril perkembanganl hukuml kontemporerl dalaml Undang-

Undangl PTl dirasal penulisl telahl memberikanl peringatanl kepadal paral penyusunl 

Undang-Undangl dil Indonesia,l bahwal menurutl penulisl hukuml yangl ideall 

adalahl hukuml yangl disesuaikanl atasl kebutuhanl perkembanganl jaman,l olehl 

karenannyal hukuml harusl bersifatl dinamisl untukl dapatl disesuaikanl denganl 

perkembanganl jaman,l agarl tidakl menyebabkanl terjadinyal ketidakpastianl 

hukuml yangl berakibatl timbulnyal kekosonganl hukum.l Dalaml teorinyal 

Friedrichl Karll Vonl Savigny,l beliaul menyampaikanl bahwal hukuml tidakl perlul 

dibuatl karenal hukuml tumbuhl bersamal masyarakat.l Denganl demikianl dapatl 

 
73

l Muhammad,l Abdulkadir.l (1991).l Pengantarl Hukuml Perusahaanl Indonesia,l Bandungl :l 

Citral Aditya,l hlm.l 68. 
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dimaknail bahwal hukuml bukanlahl produkl by-design.74
l Hukuml tumbuhl danl 

perkembangl ditengahl masyarakatl melaluil prosesl yangl berjalanl secaral 

diakronik. 

Menyoall eratl kaitannyal denganl konsepl beneficiall owner,l diawalil 

terkuaknyal kasusl Panamal Papersl dil tahunl 2016l lalu,l sekaligusl menjadil sejarahl 

awall pengungkapanl praktikl pencucianl uangl yangl dilakukanl olehl beneficiall 

ownerl dil negaral dunia.l Kasusl Panamal Papersl inil membukal lebihl daril 11.5l jutal 

dokumenl rahasial yangl dibuatl olehl firmal hukuml danl penyedial jasal pengelolaanl 

assetl bernamal Mossackl Fonseca,l yangl belokasil dil Panama.75
l Klasifikasil itul 

terdiril daril 803l individul pemegangl saham,l 10l namal perusahaan,l 28l 

perusahaanl ciptaan,l danl 58l pihakl bersangkutanl yangl denganl sengajal 

menyembunyikanl hartal kekayaanl dil negaral bebasl pajakl tersebut.76
l 

Diantaranyal teridentifikasil 899l namal yangl asall domisilinyal termasukl wargal 

negaral Indonesia. 

Melihatl daril laporanl PPATKl dil Tahunl 2018,l terdapatl 156l kasusl 

melaluil korporasıl dalaml rentangl Tahunl 2017l hinggal 2018.l Namun,l terdapatl 

hambatanl besarl dalaml perkembanganl kasusl TPPUl yangl bersifatl lintasl negaral 

ataul transnasionall yangl dimanal melampauil batas-batasl nasional,l sehinggal 

 
74

l “Peranl Komunitasl Intelektuall Alal Vonl Savigny”,l https://business-

law.binus.ac.id/2017/09/02/peran-komunitas-intelektual-ala-von-savigny/,l diaksesl padal 2l Januaril 

2022,l pukull 12.00l WIB 
75

l Menguakl Beneficiall Ownership,l Membongkarl Kamuflasel Ekonomil 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-

ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi,l diaksesl padal 22l Desemberl 2021,l pukull 04:29l WIB. 
76

l ICIJl rilisl nama-namal orangl Indonesial dalaml Panamal Papersl 

https://www.rappler.com/indonesia/132525-icij-nama-orang-indonesia-panama-papers-

perusahaan-offshore,l diaksesl padal 22l Desemberl 2021,l pukull 07.00l WIB. 

https://business-law.binus.ac.id/2017/09/02/peran-komunitas-intelektual-ala-von-savigny/
https://business-law.binus.ac.id/2017/09/02/peran-komunitas-intelektual-ala-von-savigny/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21-139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi
https://www.rappler.com/indonesia/132525-icij-nama-orang-indonesia-panama-papers-perusahaan-offshore
https://www.rappler.com/indonesia/132525-icij-nama-orang-indonesia-panama-papers-perusahaan-offshore
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menyulitkanl pengungkapanl identitasl beneficiall ownerl dikarenakanl terdapatl 

perbedaanl yurisdiksi,l khususnyal terkaitl hartal hasill kejahatanl yangl dilakukanl 

dil luarl negeri.77  

Keberadaanl beneficiall ownerl dalaml Undang-Undangl Perseroanl 

Terbatasl sampail saatl inil masihl beluml memilikil kejelasanl dil dalaml pengaturanl 

danl kedudukanl hukumnya.l Namunl dalaml perjalanannyal dil Indonesial 

memberikanl landasanl hukuml atasl keberadaanl beneficiall ownerl melaluil 

penerbitanl Peraturanl Presidenl Nomorl 13l Tahunl 2018l Tentang 

Penerapanl Prinsipl Mengenalil Pemilikl Manfaatl Daril Korporasil Dalaml Rangkal 

Pencegahanl danl Pemberantasanl Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl danl 

Tindakanl Pendanaanl Terorismel yangl memberikanl identifikasil terkaitl adanyal 

konsepl beneficiall owner.l  

Pengertianl beneficiall ownerl menurutl Pasall 1l angkal 2l Perpresl No.l 13l 

Tahunl 2018,l yaitu:l "Pemilikl Manfaatl adalahl orangl perseoranganl yangl dapatl 

menunjukl ataul memberhentikanl direksi,l dewanl komisaris,l pengurus,l 

Pembinal ataul pengawasl padal Korporası,l memilikil kemampuanl untukl 

mengendalikanl Korporası,l berhakl atasl dan/ataul menerimal manfaatl daril 

Korporasil baikl langsungl maupunl tidakl langsung,l merupakanl pemilikl 

sebenamnyal daril danal ataul sahaml Korporasil dan/ataul memenuhil kriterial 

sebagaimanal dimaksudl dalaml Peraturanl Presidenl ini”.78  

 
77

l Pusatl Pelaporanl Analisisl danl Transaksil Keuanganl (PPATK),l “Buletinl Statistikl Antil 

Pencucianl Uangl danl Pencegahanl Pendanaanl Terorisme”,l voll 105l –l Novemberl 2018,l hlm.l 1. 
78

l Lihat,l Peraturanl Presidenl No.l 13l Tahunl 2018. 
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Menurutl penulisl definisil inil mencerminkanl adanyal superl powerl atasl 

kewenanganl dalaml operasionall pengendalianl perseroanl tanpal perlul 

berkedudukanl langsungl maupunl langsungl dalaml perseroanl denganl memilikil 

kewenanganl ataul kekuasaanl untukl mempengaruhil danl ataul mengendalikanl 

perseroanl terbatasl tanpal harusl mendapatl otorisasil daril pihakl manapun. 

Adapunl kaitannyal denganl kriterial Pemilikl Manfaatl (beneficiall owner)l 

padal Perseroanl dijelaskanl didalaml Pasall 4l ayatl (1)l Perpresl No.l 13l Tahunl 2018,l 

menjelaskanl bahwal "Pemilikl Manfaatl daril perseroanl terbatasl merupakanl 

orangl perseoranganl yangl memenuhil kriteria79: 

a. memilikil sahaml lebihl daril 25%l (dual puluhl limal persen)l padal perseroanl 

terbatasl sebagaimanal tercantuml dalaml anggaranl dasar; 

b. memilikil hakl suaral lebihl daril 25%l (dual puluhl limal persen)l padal perseroanl 

terbatasl sebagaimanal tercantuml dalaml anggaranl dasar; 

c. menerimal keuntunganl ataul labal lebihl daril 25%l (dual puluhl limal persen)l 

daril keuntunganl ataul labal yangl diperolehl perseroanl terbatasl perl tahun; 

d. memilikil kewenanganl untukl mengangkat,l menggantikan,l atau 

memberhentikanl anggotal direksil danl anggotal dewanl komisaris; 

e. memilikil kewenanganl ataul kekuasaanl untukl mempengaruhil atau 

mengendalikanl perseroanl terbatasl tanpal harusl mendapatl otorisasil dari 

pihakl manapun; 

f. menerimal manfaatl daril perseroanl terbatas;l dan/atau 

 
79

l Lihat,l Peraturanl Presidenl No.l 13l Tahunl 2018. 
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g. merupakanl pemilikl sebenarnyal daril danal atasl kepemilikanl saham 

perseroanl terbatas”. 

Dilihatl daril hall itu,l tegasnyal padal Pasall 4l ayatl (2)l Perpresl No.l 13l Tahunl 

2018,l menerangkanl bahwal orangl perseoranganl dimaksudl haruslahl memenuhil 

adanyal kriterial tersebut.l Sesuail padal ayatl (1)l hurufl e,l f,l danl gl merupakanl orangl 

perseoranganl yangl tidakl memenuhil kriterial tertentu,l sebagaimanal dimaksudl 

padal ayatl (1)l hurufl a,l b,l c,l danl d.l Makal dapatl diartikanl olehl penulisl bahwal 

terdapatl 2l (dua)l jenisl Pemilikl Manfaatl (beneficiall owner)l dalaml Perseroanl 

Terbatas,l yaitul pertamal yangl secaral sahl danl tertulisl didalaml Anggaranl Dasarl 

Perseroanl sebagail Pemegangl Sahaml Perseroanl ataul legall ownersl sepertil 

dalaml hurufl a,l b,l c,l danl d.l Danl kedual yangl secaral tidakl langsungl menerimal 

manfaatl dari kepemilikanl sahaml Perseroanl tanpal memilikil sahaml sacaral sahl 

danl tertulisl didalaml Anggaranl Dasarl Perseroanl ataul ultimatel beneficiall 

ownershipl sepertil dalaml hurufl e,l f,l danl g. 

Menanggapil salahl satul konsepl ultimatel beneficiall ownershipl padal 

Perpresl No.l 13l Tahunl 2018l diatas,l tentul tidakl sesuail pengaturanl dalaml UUPTl 

Tahunl 2007.l Dikarenakanl konsepl kepemilikanl sahaml yangl diaminil dalaml 

UUPTl Tahunl 2007l ialahl kepemilikanl sahaml mutlakl (dominiuml plenum).l Hall 

inil ditegaskanl padal Pasall 48l ayatl (1)l UUPTl 2007l yangl menjelaskanl bahwa:l 

“Sahaml Perseroanl dikeluarkanl atasl namal pemiliknya”.l Sehinggal 

sederhananyal kedudukanl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner)l yangl 

merupakanl ultimatel beneficiall ownershipl yangl diaturl olehl Perpresl No.l 13l 
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Tahunl 2018l tidakl diakuil didalaml UUPTl 2007l dikarenakanl UUPTl 2007l jelasl 

hanyal mengakuil adanyal kepemilikanl Perseroanl secaral mutlakl ataul legal. 

Pemilikl Manfaatl ataul beneficiall ownerl dalaml Perseroanl yangl beluml 

diaturl didalaml peraturanl dasarl ataul indukl mengenail Perseroan,l yaitul Undang-

Undangl Nomorl 40l tahunl 2007l tentangl Perseroanl Terbatasl (selanjutnyal 

disebutl UUPTl 2007).l Padahall sudahl sepantasnyal pengaturanl Pemilikl Manfaatl 

(beneficiall owner)l harusl sesuail denganl UUPTl 2007.l Organl Perseroanl didalaml 

UUPTl 2007l hanyal terdiril atasl Rapatl Umuml Pemegangl Sahaml (RUPS),l 

Direksi,l danl Dewanl Komisanis.l Danl sementaral itul RUPSl adalahl organl 

Perseroanl yangl memegangl kekuasaanl tertinggil dalaml Perseroanl danl 

memegangl segalal wewenangl yangl bersifatl residual,l artinyal adalahl wewenangl 

yangl tidakl dapatl dialokasikanl kepadal organl perusahaanl lainnya,l sepertil 

Direksil danl Dewanl Komisaris.l  

Hall dil atasl menurutl penulisl menimbulkanl kontradiktifl denganl 

pengertianl Pemilikl Manfaatl (beneficiall owner)l yangl beradal padal Pasall 1l 

angkal 2l Perpresl No.l 13l Tahunl 2018l yangl menjelaskanl bahwal Pemilikl Manfaatl 

(beneficiall owner)l memilikil kewenanganl yangl melebihil kewenanganl Rapatl 

Umuml Pemegangl Sahaml (RUPS)l yangl bersifatl residual.l Danl tentul hall 

tersebutl bertentanganl pulal daril maksudl artil kepastianl hukuml yangl telahl 

dijelaskanl dil awall olehl penulis. 

Munculnyal ketidakpastianl hukuml yangl terdapatl didalaml Undang-

Undangl PTl tentul menimbulkanl efekl dominol dil dalaml masyarakatl dalaml 
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penerapanl hukumnya.l Logikal sederhananya,l ketikal produkl hukuml yangl 

berlakul denganl kondisil tidakl pastil berpotensil memunculkanl penafsiran-

penafsiranl liarl yangl salingl menganggapl kuatl danl benarl padal penafsiranl yangl 

dipakai.l Menurutl penulisl sudahl sepantasnyal adanyal penerbitanl pengaturanl 

danl landasanl beneficiall ownerl padal Undang-Undangl PT,l hall ihwall inil 

dimaksudkanl gunal menghindaril adanyal kekosonganl hukum. 

Selanjutnya,l menyoall pengaturanl Pemilikl Manfaatl (beneficiall owner)l 

merupakanl pengaturanl yangl tidakl lepasl danl berhubunganl denganl kegiatanl 

penanamanl modal,l makal pengaturanl Pemilikl Manfaatl (beneficiall owner)l 

harusl sesuail pulal denganl Undang-Undangl Nomorl 25l Tahunl 2007l tentangl 

Penanamanl Modall (selanjutnyal disebutl UUl Penanamanl Modal).l Sementaral 

itul kedudukanl Pemilikl Manfaatl (beneficiall owner)l Perseroanl yangl 

merupakanl ultimatel beneficiall ownershipl yangl diaturl didalaml Perpresl No.l 13l 

Tahunl 2018l terdapatl ketidakselarasanl pulal denganl UUl Penanamanl Modall 

tersebut.l  

Hall inil dapatl dilihatl dalaml Perpresl No.l 13l Tahunl 2018,l secaral tidakl 

langsungl mengakuil kepemilikanl sahaml nomineel yangl dilakukanl olehl Pemilikl 

Manfaatl (beneficiall owner)l Perseroanl yangl merupakanl ultimatel beneficiall 

ownershipl melaluil Pasall 4l ayatl (1)l yangl menjelaskanl kaitannyal tentangl 

kriterial tertentul daril pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l yangl merupakanl 

orangl perorangan,l sebagaimanal penulisl uraikanl sebelumnya.l Dil dalaml UUl 

Penanamanl Modal,l kepemilikanl sahaml nomineel dilarangl secaral tegas.l 
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Adapunl penulisl garisl bawahi,l daril hall dil atasl tentul akanl menyebabkanl 

problematikal dimanal kepemilikanl sahaml nomineel dinilail amatl sangatl 

mempengaruhil kesehatanl ikliml usahal danl perekonomianl nasional. 

Pelaranganl bentukl kepemilikanl sahaml melaluil perjanjianl nomineel 

secaral tegasl dilarangl padal Pasall 33l ayatl (1)l Undang-Undangl Nomorl 25l tahunl 

2007l tentangl Penanamanl Modall (UUl Penanamanl Modal),l yaitu:l “Penanaml 

modall dalaml negeril danl penanaml modall asingl yangl melakukanl penanamanl 

modall dalaml bentukl perseoranl terbatasl dilarangl membuatl perjanjianl dan/ataul 

pernyataanl yangl menegaskanl bahwal kepemilikanl sahaml dalaml perseroanl 

terbatasl untukl danl atasl namal orangl lain”.l Perjanjianl nomineel yangl tetapl 

dipaksakanl dibuat,l dianggapl batall demil hukuml sebagail penerimaanl 

konsekuensil hukum.  

Berdasarkanl daril hall itul menurutl penulisl pengaturanl informasil 

pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l dil Indonesial harusl memperhatikanl 

peraturanl perundang-undanganl yangl telahl berlakul dil Indonesia.l Hall inil 

bertujuanl untukl terciptanyal keselarasanl kepastianl hukum,l danl demil 

sinkronisasil sertal kemajuanl perkembanganl hukuml dil Indonesia. 

D. Pertanggungjawabanl Pidanal Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner)l 

Terhadapl Praktikl Tindakl Pidanal Pencucianl Uang  

Dewasal inil praktikl Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl semakinl menjalarl 

bersamaanl denganl adanyal kemajuanl kegiatanl ekonomil olehl pelakul usahal dil 

Indonesia.l Pengaturanl tersebutl beradal dalaml Undang-Undangl No.l 8l tahunl 
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2010l tentangl Pencegahanl danl Pemberantasanl Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl 

(selanjutnyal disebutl UUl No.l 8l Tahunl 2010)l UUl No.l 8l Tahunl 2010l 

diundangkanl padal Jumat,l 22l Oktoberl 2010l lalu,l untukl menggantikanl Undang-

Undangl No.l 15l Tahunl 2002l tentangl Tindakl Pidanal Pencucianl Uang,l yangl 

sebelumnyal jugal telahl dilakukanl perubahanl l melaluil Undang-Undangl No.l 25l 

Tahunl 2003l tentangl Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl yangl dinilail tidakl sejalanl 

lagil denganl peristiwal perkembanganl kebutuhanl penegakanl hukum,l danl 

standarl Internasionall terlebihl ditahunl 90-an,l sejakl derasnyal investasil asingl 

yangl masukl kel Indonesia.l  

Indonesial mempunyail potensil yangl sangatl tinggil bagil pelakul 

kejahatanl dalaml hall terjadinyal Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl (selanjutnyal 

disebutl TPPU).l Namunl sementaral inil perlul diakuil bahwal Pemerintahl sendiril 

telahl memberikanl banyakl perhatianl lebihl untukl menghindaril maraknyal 

praktikl TPPUl dil Indonesia.l Hall inil dapatl dilihatl daril adanyal pembaharuanl 

produkl hukum,l sepertil hall nyal dual kalil perubahanl Undang-Undangl TPPUl 

yangl berakhirl padal upayal pembentukanl lembagal Pusatl Pelaporanl danl Analisisl 

Transaksil Keuanganl (PPATK).l PPATKl ialahl lembagal sentrall (focall point)l 

yangl mengkoordinasil pelaksanaanl upayal pencegahanl danl pemberantasanl 

tindakl pidanal pencucianl uangl khususnyal dil Indonesia.80 

 
80

l https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html,l diaksesl padal 26l Desemberl 2021,l 

pukull 00:40l WIB. 

https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html
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Dikutipl daril Modull Ke-4l PPATK,l adal beberapal peluangl dil sektorl 

pasarl modall dijadikanl saranal TPPUl olehl pelakul kejahatanl yaitu:81 

1. Nasabahl padal perusahaanl efekl dapatl memperolehl danal ataul mengirimkanl 

danal ataul efekl kepadal pihakl lain; 

2. Nasabahl padal perusahaanl efekl dapatl mengirimkanl dananyal kel dalaml 

rekeningl efeknyal yangl berasall daril beberapal bank; 

3. Tindakl pidanal dil sektorl pasarl modall adalahl salahl satul daril predicatel crimel 

dalaml TPPU. 

TPPUl ialahl tindakl pidanal lanjutanl daril tindakl pidanal asalnyal 

(predicatel crime)l sehinggal disebutl sebagail follow-upl crime.l Hall inil telahl 

disyaratkanl dalaml Pasall 3l UUl No.l 8l Tahunl 2010l tentangl TPPUl yangl 

memberikanl definisil TPPUl itul sendiri.l Tindakl pidanal asall itul merupakanl 

unsurl yangl harusl mutlakl adal dalaml TPPU.l Pasall 2l Ayatl (1)l UUl TPPUl telahl 

memberikanl batasanl tindakl pidanal asall dalaml TPPU,l salahl satunyal adalahl 

Tindakl Pidanal Pasarl Modal.l  

Industril pasarl modall sebagail saranal pencucianl uangl tergolongl dalaml 

unsurl “menukarkanl denganl matal uang/suratl berharga”l danl pastinyal terdapatl 

risikol adanyal pasarl modall digunakanl sebagail saranal pencucianl uangl dalaml 

ketigal tahapanl tipologil yaitul penempatanl (placement),l pemisahan/pelapisanl 

 
81

l PPATK,l Modull Ke-4:l Antil Pencucianl Uangl danl Pendanaanl Terorismel Bagil Industril Pasarl 

Modal,l hlm.l 8. 
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(layering),l danl penggabunganl (integration).l Keberadaanl tahapanl pencucianl 

uangl ini,l dalaml industril pasarl modall tidakl dil tahapl placement,l namunl condongl 

kel tahapl layeringl danl integration.l Makal daril itul skemal pencucianl uangl padal 

pasarl modall cenderungl melibatkanl serangkaianl transaksil yangl tidakl cocokl 

(matched)l denganl profill investorl danl tidakl bertujuanl memperolehl returnl onl 

investmentl padal umumnya.l  

Salahl satul modusl yangl dapatl digunakanl untukl melakukanl TPPUl dil 

pasarl modall adalahl denganl menggunakanl nomineel danl beneficiall owner.l 

Nomineel merupakanl seseorangl yangl mewakilil kepentinganl pihakl lain.l 

Nomineel berbedal daril seorangl pemberil kuasal karenal menjadil pemilikl daril 

suatul bendal yangl termasukl kepentinganl ataul hakl yangl lahirl daril suatul 

perikatanl yangl berbedal dalaml pengurusannya,l sedangkanl penerimal kuasal 

tidakl pernahl menjadil pemilikl daril bendal termasukl kepentinganl yangl diurusl 

olehl nomineel tersebut. 

Dalaml tujuanl mengidentifikasil wujudl pertanggungjawabanl yangl 

dapatl disematkanl kepadal beneficiall owner,l baiknyal terlebihl dahulul menurutl 

penulisl dirasal pentingl untukl mengidentifikasil sudutl pandangl perbuatanl yangl 

mengakibatkanl adanyal kerugianl tersebut.l Danl jikal kerugianl tersebutl telahl 

dapatl dikategorikanl dalaml ranahl pidana,l sepertil khususnyal TPPU,l makal tentul 

pertanggungjawabanl pidanal ditentukanl berdasarkanl daril adanyal kebenaranl 

materiil.l Sedangkanl kebenaranl materiill (materielel waarheid)l itul sendiri,l bisal 
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diartikanl sebagail kebenaranl yangl sebenar-benarnya,l kebenaranl yangl hakiki,l 

danl kebenaranl yangl riill ataul nyatal yangl dicaril dalaml prosesl pembuktianl sertal 

dapatl dianggapl meyakinkanl hakiml dalaml memutuskanl suatul masalah.82 

Peranl Beneficiall ownerl dapatl dijadikanl sebagail salahl satul bagianl 

instrumentl untukl melakukanl tindakl pidana.l Berdasarkanl kacamatal hukuml 

pidanal sendiri,l beneficiall ownerl dapatl dimintail pertanggungjawabanl denganl 

melakukanl perluasanl daril apal yangl telahl dilakukanl danl ataul diakibatkanl yangl 

menjadil niatnya.l Hall inil telahl disinggungl olehl penyusunl terdahulul Kitabl 

Undang-Undangl Hukuml Pidanal (KUHP)l danl UUl TPPU.l Dibuktikanl daril 

adanyal pengaturanl hukuml pidanal Indonesial yangl dikenall sebagail perluasanl 

pertanggungjawabanl pidanal yangl biasal disebutl denganl penyertaanl 

(deelneming).l  

Penulisl mengacul padal pendapatl Prof.l Moeljatno,l bahwal untukl dapatl 

dikatakanl adanyal penyertaanl apabilal bukanl satul orangl sajal yangl tersangkutl 

dalaml terjadinyal perbuatanl pidana,l akanl tetapil beberapal orang.l Walaupunl 

demikianl tidakl setiapl orangl yangl tersangkutl dalaml terjadinyal perbuatanl 

pidanal dapatl dinamakanl pesertal dalaml maknal pasall 55l danl 56l KUHP.l Untukl 

itul haruslahl dipenuhil syarat-syaratl sepertil orang-orangl yangl dimaksudl 

melakukanl ataul turutl sertal melakukanl perbuatanl pidanal ataul membantul 

melakukanl perbuatanl pidanal tersebut.l Maksudl dil atasl punl dinilail sejalanl olehl 

 
82

l https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt601406afbaaa9/syarat-materiil-dan-

formil-akta-notaris--apa-saja,l diaksesl padal 26l Desemberl 2021,l pukull 00:06l WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt601406afbaaa9/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt601406afbaaa9/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apa-saja
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penulis,l sebagaimanal yangl disampaikanl paral ahlil terdahulul sepertil 

Zevenbergen,l Vanl Hamel,l Simons,l danl Vosl yangl menyatakanl terdapatl 2l (dua)l 

kategoril peserta,l yakni83: 

1. Pesertal yangl berdiril sendiri/zelfstandigel deelnemers 

2. Pesertal yangl tidakl berdiril sendiri/onzelfstandigel deelnemers 

Berdasarkanl hall tersebutl menurutl penulis,l mengingatl pemilikl manfaatl 

(beneficiall owner),l memilikil peranl yangl dianggapl tertinggil ataul 

(ultimate/penerimal akhir)l padal sebuahl perseroanl terbatas,l tegasnyal dalaml 

sebuahl strukturl kepemilikanl yangl dinilail kompleksl denganl berbagail peranl 

sepertil hall nyal dapatl menunjuk,l ataul memberhentikanl direksi,l dewanl 

komisaris,l pengurus,l pembina,l ataul pengawasl korporasi,l mempunyail 

wewenangl atasl mengendalikanl korporasi,l berhakl atasl dan/ataul menerimal 

manfaatl daril perolehanl korporasil baikl langsungl ataul tidakl langsung.l Danl 

pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l adalahl pemilikl yangl sebenarnyal daril l 

keberadaanl danal ataul sahaml padal perseroanl terbatas,l sehinggal bagil penulisl 

bisal dikategorikanl sebagail pesertal yangl “tidakl berdiril sendiri”. 

Dalaml penyertaanl dikenall 4l (empat)l macaml penyertaanl yangl padal 

dasarnyal ke-4l (empat)l daril macam-macaml penyertaanl tersebutl dapatl 

 
83

l Utrecht,l Rangkaianl Saril kuliahl Hukuml Pidanal II,l cet,l 3l (Surabaya:l Pustakal Tirtal Mas,l 

1986)l hlml 13.l Sebagaimanal mengutipl Zevenbergen,l hlml 235.l Vanl Hamel,l hlm.l 381,l Simons,l hlm.l 306.l 

Vos,l hlm.l 200. 
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dilaksanakanl kepadal beneficiall owner.l Hall itul bisal dilihatl padal pasall 55l 

KUHP,l yaitu: 

1. Menyuruhl lakukan; 

2. Turutl melakukan; 

3. Menganjurkanl untukl melakukan/menggerakanl untukl melakukan; 

4. Turutl membantu/membantul melakukan. 

Apabilal melihatl padal pengaturanl yangl adal dalaml UUl TPPU,l maka 

perluasanl pertanggungjawabanl pidanal tersebutl jugal diamini.l Hall inil dapat 

dilihatl daril rumusanl padal pasall 10l UUl TPPUl yangl menyatakanl bahwal “Setiapl 

Orangl yangl beradal dil dalaml ataul dil luarl wilayahl Negaral Kesatuanl Republikl 

Indonesial yangl turutl sertal melakukanl percobaan,l pembantuan,l ataul 

Permufakatanl jahatl untukl melakukanl TPPUl dipidanal denganl pidanal yangl 

samal sebagaimanal dimaksudl dalaml Pasall 3,l Pasall 4,l danl Pasall 5”. 

Dalaml rumusanl Pasall 10l UUl TPPUl tersebutl hanyal terdapatl tambahanl 

perluasanl pertanggungjawabanl pidanal melaluil permufakatanl jahat.l Bahwal 

yangl dimaksudl denganl permufakatanl jahatl dalaml UUl TPPUl menurutl Pasall 1l 

angkal 15l ialahl “perbuatanl dual orangl ataul lebihl yangl bersepakatl untukl 

TPPU”.l Denganl demikianl baikl KUHPl maupunl UUl TPPUl sendiril padal 

dasarnyal dapatl menjeratl paral pesertal yangl menyalahgunakanl beneficiall 
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ownershipl untukl melakukanl tindakl pidana.l Hall inil sejalanl denganl nafasl daril 

hukuml pidanal untukl mencaril kebenaranl materill itul sendiri. 

Beranjakl daril hall itul korporasil kerapl kalil dipakail untukl menyembunyikanl 

danl menyamarkanl identitasl pelakul danl hasill tindakl pidana.l Penguatanl 

peraturanl danl penerapanl transparansil informasil beneficiall ownerl daril 

korporasil khususnyal perseroanl terbatas,l sudahl saatnyal dianggapl mendesak.l 

Adapunl sebabnyal yaitul semakinl tingginyal tingkatl ancamanl TPPUl yangl 

dilakukanl olehl korporasil dibandingkanl peroranganl itul sendiri. 

Instrumenl hukuml lainl yangl dapatl dijadikanl landasl pijakl untukl melakukanl 

civill forfeiturel terhadapl korporasil yangl didugal melakukanl kejahatanl ataul 

menikmatil keuntunganl daril hasill kejahatanl adalahl Peraturanl Presidenl Nomorl 

13l Tahunl 2018l (Perpresl No.l 13l Tahunl 2018)l tentangl Penerapanl Prinsipl 

Mengenalil Pemilikl Manfaatl daril Korporasil Dalaml Rangkal Pencegahanl danl 

Pemberantasanl Tindakl Pidanal Pencucianl Uangl danl Tindakl Pidanal Pendanaanl 

Terorisme.l Meskipunl Perpresl Nomorl 13l Tahunl 2018l terkaitl denganl TPPUl danl 

Tindakl Pidanal Pendanaanl Terorisme,l sejatinyal dapatl ditujukanl terhadapl 

tindakl pidanal lainnya,l termasukl kejahatanl korporasi. 

Denganl adanyal keterbukaanl beneficiall ownerl dapatl mencegahl terjadinyal 

pencucianl uangl dil perseroanl terbatas.l Transparansil beneficiall ownerl sangatl 

eratl kaitannyal denganl investasi.l Kepercayaanl investorl terhadapl pasarl 

finansiall sangatl bergantungl padal ketersediaanl datal yangl akurat,l yangl 
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memberikanl transparansil terkaitl beneficiall ownerl danl strukturl kontroll daril 

suatul perusahaanl terbuka.l Makal diperlukanl identifikasil danl verifikasil pemilikl 

manfaatl (beneficiall owner)l yaitul dalaml hall calonl nasabahl ataul nasabahl bukanl 

merupakanl pemilikl manfaatl (beneficiall owner),l PJKl wajibl melakukanl 

identifikasil danl verifikasil identitasl pemilikl manfaatl (beneficiall owner),l antaral 

lainl berupa84:  

1. Bagil pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l daril calonl nasabahl danl nasabahl 

orangl perseoranganl (naturall person)l berupa:  

a. informasil danl dokumenl identitas 

b. hubunganl hukuml antaral calonl nasabah,l nasabahl ataul WICl (walkl in 

customer)l denganl pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l yangl 

ditunjukkanl denganl suratl penugasan,l suratl perjanjian,l suratl kuasal ataul 

bentukl lainnya;  

c. pernyataanl daril calonl nasabah,l nasabahl ataul WICl mengenail 

kebenaranl identitasl maupunl sumberl danal daril pemilikl manfaatl 

(beneficiall owner);l dan  

d. pernyataanl daril pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l bahwal yang 

bersangkutanl adalahl pemilikl sebenarnyal daril danal calonl nasabah, 

nasabahl ataul WIC; 

 
84

l Pasall 28l Peraturanl Otoritasl Jasal Keuanganl Nomorl 12l /Pojk.01/2017Tentangl Penerapan 

Programl Antil Pencucianl Uangl Danl Pencegahanl Pendanaanl Terorismel Dil Sektorl Jasal Keuangan. 
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2. Bagil pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l daril calonl nasabah,l nasabah 

korporasil berupa:  

a. informasil danl dokumenl identitas  

b. hubunganl hukuml antaral calonl nasabah,l nasabahl denganl pemilik 

manfaatl (beneficiall owner)l yangl ditunjukkanl denganl suratl penugasan,l 

suratl perjanjian,l suratl kuasaataul bentukl lainnya;  

c. dokumenl dan/ataul informasil identitasl orangperseoranganl (natural 

person),l jikal ada,l yangl menjadil pemilikl ataul pengendalil akhirl dari 

korporasi;  

d. pernyataanl daril calonl nasabah,l nasabahl mengenail kebenaranl identitasl 

maupunl sumberl danal daril pemilikl manfaatl (beneficiall owner);l dan  

e. pernyataanl daril pemilikl manfaatl (beneficiall owner)l bahwal yang 

bersangkutanl adalahpemilikl sebenarnyal daril danal calonl nasabah, 

nasabah.  

Denganl dilakukannyal identifikasil danl verifikasil identitasl pemilikl manfaatl 

(beneficiall owner)l olehl perusahaanl efekl (diaturl UUl No.l 8l Tahunl 2010l pasall 17l 

ayatl (1)l hurufl al angkal 5)l sebagail salahl satul penyedial jasal keuanganl yangl 

disebutl sebagail pihakl pelaporl yaitul setiapl orangl yangl menurutl UUl No.l 8l 

Tahunl 2010l wajibl menyampaikanl laporanl kepadal PPATK.l Jikal ketentuanl inil 

diterapkanl makal akanl mempermudahl PPATKl melakukanl pengawasanl 
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mencegahl terjadinyal tindakl pidanal pencucianl uangl karenal datal diril setiapl 

orangl penerimal manfaatl (beneficiall owner)l baikl untukl diril sendiril maupunl 

pihakl lainl ataul untukl danl atasl namal orangl lainl harusl memberikanl identitasl diri,l 

sumberl danal danl tujuanl transaksil yangl sebenarnyal untukl diril sendiril ataul 

untukl danl atasl namal orangl lain.l  

Hall dil atasl sejalanl sebagaimanal yangl dijelaskanl dalaml UUl No.8l Tahunl 

2010l Pasall 19l ayatl (1)l yangl menerangkanl bahwal “Setiapl Orangl yangl 

melakukanl transaksil denganl pihakl pelaporl wajibl memberikanl identitasl danl 

informasil yangl benarl yangl dibutuhkanl olehl pihakl pelaporl danl sekurang-

kurangnyal memuatl identitasl diri,l sumberl dana,l danl tujuanl transaksil denganl 

mengisil formulirl yangl disediakanl olehl pihakl pelaporl danl melampirkanl 

dokumenl pendukungnya”.l Namunl dalaml hall inil menurutl penulisl dikarenakanl 

strukturl daril kepemilikanl sahaml yangl dinilail kompleksl diperlukanl tindakanl 

daril pemerintahl yangl progresifl dalaml menjangkaul keberadaanl beneficiall 

ownerl dil Indonesia.  

Saatl inil realitanyal dalaml pengungkapanl terkaitl statusl kepemilikanl inil 

menurutl laporanl Publishl Whatl Youl Payl (PWYP)l dalaml pengungkapanl 

beneficiall ownerl dalaml perseroanl terbatasl yangl sebenarnyal dapatl melaluil 

dokumenl yangl terekaml padal sisteml integrall Administrasil Hukuml Umuml 

(AHU)l Kementerianl Hukuml danl Hakl Asasil Manusia,l acapkalil dalaml 

perjalanannyal dianggapl tidakl membuahkanl hasil.l Padahall denganl adanyal 
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penerapanl yangl masifl atasl prinsipl mengenalil pemilikl manfaatl (beneficiall 

owner)l daril korporasil menjadil kebijakanl soluktifl yangl bisal diambill olehl 

pemerintahl untukl menjangkaul keberadaanl beneficiall owner.l Sebagaimanal 

yangl disampaikanl Laodel M.l Syarifl selakul Wakill Ketual KPKl (2015-2019)l 

bahwal transparansil beneficiall ownerl danl pemidanaanl korporasi,l justrul 

meningkatkanl sisteml transparansil keuanganl dil Indonesial untukl mendorongl 

pertumbuhanl ikliml ekonomil dil Indonesia.85 

Adapunl dalaml Perpresl No.l 13l Tahunl 2018,l menurutl penulisl masihl 

terdapatl adanyal celahl ketidakpatuhanl perseroanl terhadapl hall itu.l Hall inil 

dikarenakanl beluml adanyal upayal yangl dianggapl progresifl daril pemerintahl 

baikl atasl pengungkapanl nomineel kepemilikanl sahaml danl beneficiall owner.l 

Danl apabilal melihatl pokokl pemikiranl Prof.l Satjiptol Raharjol dalaml Teoril 

Hukuml Progresifl dimanal hukuml yangl progresifl danl futuristicl harusl lahl 

mengaturl kaitannyal substansil hukuml yangl tidakl hanyal bersifatl represifl saja,l 

melainkanl mengaturl substansil hukuml yangl bersifatl preventifl sebagail wujudl 

upayal pencegahanl daril berbagail hall yangl telahl terjadil maupunl hall yangl 

berpotensil untukl terjadi. 86  

 
85

l KPK:l Beneficiall Ownershipl Bukanl untukl Menghukuml Pelakul Usaha,l 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/9/1119535/kpk-beneficial-ownership-bukan-untuk-

menghukum-pelaku-usaha,l diaksesl padal 27l Desemberl 2021,l padal pukull 05:25l WIB. 

86
l Satjiptol Raharjo,l Penegakanl Hukuml Progresif.l (Jakarta:l PT.l Kompasl Medial Nusantara,l 

2010),l h.55. 

https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/9/1119535/kpk-beneficial-ownership-bukan-untuk-menghukum-pelaku-usaha
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190703/9/1119535/kpk-beneficial-ownership-bukan-untuk-menghukum-pelaku-usaha
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Daril hall tersebutl dinilail sangatl diperlukanl peraturanl yangl cenderungl 

bersifatl teknisl dalaml menindaklanjutil pengawasanl yangl progresifl kepadal 

setiapl kegiatanl perseroanl terbatasl daril pihakl pemerintahl danl pemberlakuanl 

sanksil administratifl kepadal perseroanl terbatasl yangl tidakl patuhl padal 

peraturanl yangl berlaku.l Sanksil administratifl bisal diartikanl sebagail sanksil 

yangl dikenakanl terhadapl pelanggaranl administartifl ataul ketentuanl Undang-

Undangl bersifatl administratif.87
l Sanskil dimaksudl bisal berupal denda,l 

peringatanl lisanl ataul tertulis,l tindakanl paksal pemerintahanl pencabutanl izinl 

tertentu,l dendal administrative,l pengenaanl uangl paksa. 

 
87

l https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-

hukum-pidana--perdata--dan-administratif,l diaksesl padal 27l Desemberl 2021,l pukull 12:38l WIB. 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif
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BABl IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkanl uraianl hasill penelitianl danl pembahasan,l makal penulisl 

dapatl menarikl sebuahl kesimpulanl daril timbulnyal persoalanl yangl ditemukanl 

dalaml penelitianl ini,l yaitul sebagail berikut:  

1. Menyoall eratl kaitannyal denganl pengaturanl kedudukanl danl tanggungl 

jawabl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner)l padal Perseroanl Terbatasl dil 

Indonesial ditemukanl hall yangl dinilail penulisl menimbulkanl kontradiktifl 

dalaml hukuml positifl yangl berlaku.l Hall itul dapatl dilihatl dalaml Perpresl No.l 

13l Tahunl 2018l yangl menjelaskanl kedudukanl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall 

Owner)l terbagil sebagail atasl konsepl legall ownershipl selayaknyal 

pemegangl sahaml lainnyal (sahaml biasa,l sahaml denganl hakl suaral khusus,l 

sahaml prioritasl dan/ataul sahaml utama)l danl konsepl ultimatel beneficiall 

ownership.l Sementaral menyikapil itul atasl konsepl ultimatel beneficiall 

ownershipl menurutl penulisl tidakl sesuail denganl UUPTl Tahunl 2007l yangl 

jelasl konsepl kepemilikanl sahaml yangl diaminil dalaml UUPTl Tahunl 2007l 

hanyal kepemilikanl sahaml mutlakl (dominiuml plenum)l ataul legal.l 

Ditambahl lagil pengaturanl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner),l tentul 

tidakl bisal dilepaskanl daril kegiatanl penanamanl modal.l Berkaitanl 
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kedudukanl Pemilikl Manfaatl (beneficiall owner)l Perseroanl yangl 

merupakanl ultimatel beneficiall ownershipl yangl eratl hubungannyal denganl 

praktikl kepemilikanl sahaml nomineel terdapatl ketidakselarasanl pulal 

denganl UUl Penanamanl Modall tersebut.l Dimanal Perpresl No.l 13l Tahunl 

2018,l secaral tidakl langsungl mengakuil kepemilikanl sahaml nomineel danl 

sedangkanl terdapatl pelaranganl praktikl kepemilikanl sahaml melaluil 

perjanjianl nomineel secaral tegasl padal Pasall 33l ayatl (1)l Undang-Undangl 

Nomorl 25l tahunl 2007l tentangl Penanamanl Modall (UUl Penanamanl 

Modal).l  

2. Menyoall eratl kaitannyal denganl pertanggungjawabanl pidanal Pemilikl 

Manfaatl (Beneficiall Owner)l terhadapl praktikl TPPU,l yangl salahl satul 

modusnyal dapatl melakukanl TPPUl dil pasarl modall melaluil instrumentl 

perjanjianl nomineel danl beneficiall owner.l Nomineel sederhananyal ialahl 

seseorangl yangl mewakilil kepentinganl pihakl lainl yangl menjadil pemilikl 

daril suatul bendal termasukl kepentinganl ataul hakl yangl lahirl daril suatul 

perikatan.l Penulisl mengidentifikasikanl terdapatl wujudl 

pertanggungjawabanl yangl mengakibatkanl adanyal kerugianl danl 

dikategorikanl dalaml ranahl pidanal atasl pandanganl perbuatanl TPPU,l 

sehinggal pertanggungjawabanl pidanal Pemilikl Manfaatl (Beneficiall 

Owner)l ditentukanl berdasarkanl daril adanyal kebenaranl materiill sebagail 

kebenaranl yangl sebenar-benarnyal ataul hakiki.l Beranjakl daril hall itul 

Pemilikl Manfaatl (beneficiall owner)l dapatl dimintail pertanggungjawabanl 
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denganl melakukanl perluasanl daril apal yangl telahl dilakukanl danl ataul 

diakibatkanl yangl menjadil niatnyal sebagail perluasanl pertanggungjawabanl 

pidanal yangl biasal disebutl denganl penyertaanl (deelneming).l Danl 

mengingatl pemilikl manfaatl (beneficiall owner),l memilikil peranl yangl 

dianggapl tertinggil ataul (ultimate/penerimal akhir)l danl ditambahl pemilikl 

sebenarnyal daril l keberadaanl sahaml padal perseroanl terbatas,l sehinggal 

dapatl dikategorikanl sebagail pesertal yangl “tidakl berdiril sendiri”,l terlebihl 

berbagail perannyal sepertil dapatl menunjuk,l ataul memberhentikanl direksi,l 

dewanl komisaris,l pengurus,l pembina,l ataul pengawasl korporasi,l 

mempunyail wewenangl atasl mengendalikanl korporasi,l berhakl atasl 

dan/ataul menerimal manfaatl daril perolehanl korporasil baikl langsungl ataul 

tidakl langsung.l Dalaml penyertaanl (deelneming)l dikenall 4l (empat)l macaml 

penyertaanl yangl diaturl dil Pasall 55l KUHP,l sepertil menyuruhl lakukan,l turutl 

melakukan,l menganjurkanl untukl melakukan/menggerakanl untukl 

melakukan,l danl turutl membantu/membantul melakukan,l namunl padal 

dasarnyal daril ke-4l (empat)l macam-macaml penyertaanl tersebutl dapatl 

dilaksanakanl kepadal Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner).l Selanjutnyal 

adapunl persoalanl pengaturanl dalaml UUl TPPUl bahwal perluasanl 

pertanggungjawabanl pidanal tersebutl jugal diaminil melaluil Pasall 10,l 

bahwal “…turutl sertal melakukanl percobaan,l pembantuan,l ataul 

Permufakatanl jahat…”l hanyal terdapatl tambahanl perluasanl 

pertanggungjawabanl pidanal melaluil permufakatanl jahat.l Denganl 
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demikianl menurutl penulisl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner)l tetapl 

harusl bertanggungl jawabl dalaml suatul perbuatanl yangl dianggapl Tindakl 

Pidanal Pencucianl Uangl menurutl Pasall 55l KUHPl jo.l Pasall 2l ayatl (1)l UUl 

TPPUl karenal pertanggungjawabannyal didasarkanl padal kebenaranl 

materiil.  

B. Saran 

Berdasarkanl uraianl kesimpulanl dil atas,l makal penulisl berupayal 

memberikanl rekomendasil untukl perkembanganl pengaturanl hall ihwall 

kedudukanl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Owner)l padal Perseroanl Terbatasl 

dalaml hukuml positifl dil Indonesia,l yaitul sebagail berikut: 

1. Dibutuhkanl sinkronisasil danl harmonisasil peraturanl perundang-undanganl 

terhadapl kedudukanl danl tanggungl jawabl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall 

Owner)l yangl menimbulkanl kontradiktifl atasl peraturanl perundang-

undanganl lainnya.l Berdasarkanl hall itul melaluil pemerintahl diharapkanl 

dapatl dilakukanl pembaharuanl produkl hukuml gunal menghindaril efekl 

dominol daril adanyal kekosonganl hukum,l yangl bisal dilakukanl melaluil 

revisil UUl Perseroanl Terbatasl danl UUl Penanamanl Modall yangl sudahl 

sepantasnyal diaturl pulal selainl daril pengaturanl melaluil Perpresl No.l 13l 

Tahunl 2018.l Sehinggal tidakl lagil ditemukanl ketidaksinambunganl antaral 

satul peraturanl denganl peraturanl lainl terkaitl pengaturanl Pemilikl Manfaatl 

(Beneficiall Owner).  
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2. Dibutuhkanl keberadaanl pengaturanl mengenail pertanggungjawabanl 

secaral tersendiril terhadapl perbuatanl kejahatanl Pemilikl Manfaatl 

(Beneficiall Owner)l yangl melakukanl praktikl TPPUl dalaml perseroanl 

terbatasl untukl memberantasl permasalahanl sampail kepadal pelakul 

sebenarnya.l Sementaral itul tentangl Perpresl No.l 13l Tahunl 2018l dinilail 

masihl adanyal celahl ketidakpatuhanl perseroanl terbatasl terhadapl 

penerapanl prinsipl mengenalil danl keterbukaanl Pemilikl Manfaatl 

(Beneficiall Owner)l yangl diaturl dalaml peraturanl tersebut.l Berdasarkanl hall 

itul melaluil pemerintahl diharapkanl adanyal peraturanl yangl bersifatl teknisl 

dalaml menindaklanjutil pengawasanl yangl progresifl kepadal setiapl 

kegiatanl perseroanl terbatasl danl tentul hall itul dibarengil adanyal sanksil yangl 

tegasl bagil korporasi/perusahaanl yangl tidakl menjalankanl prinsipl 

mengenalil danl keterbukaanl Pemilikl Manfaatl (Beneficiall Ownership),l 

dapatl berupal denda,l peringatanl lisanl ataul tertulis,l tindakanl paksal 

pemerintahanl pencabutanl izinl tertentu,l dendal administratif,l pengenaanl 

uangl paksa.  
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